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ABSTRAK 

 

Nandita Putri Medianti  (2025): “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan 

Dana Anggaran Biaya Operasional (BOS) Pada MTs N 1 Prabumulih”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan Dana Biaya 

Anggaran Operasional Dana BOS pada MTs N1 Prabumulih. Metode penelitian 

yang digunakan adalah deskritif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

menggunakan kombinasi dua sumber data,yaitu  primer dan sekunder dengan 

menekankan teknik triangulasi penggabungan antara observasi, wawancara dan 

dokumentasi untuk memperoleh sumber data. teknik sampling penelitian ini 

menggunakan teknik non probalility dengan pengambilan data sampel 

menggunakan cara purposive sampling. Hasil penelitian menujukan bahwa MTs N 

1 Prabumulih dalam pertanggungjawaban pelaporan Dana BOS sudah baik dan 

sesuai dengan JUKNIS yang di berlakukan di Tahun 2024 dan pada dimensi 

akunbilitas yang terdiri dari 5 dimensi yaitu akuntabilitas 

kejujuran&hukum,akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program,akuntabilitas 

proses dan akuntabilitas finansial sudah sesuai dengan indikator nya masing- 

masing . 

Kata Kunci : Akuntabilitas, Ketepatan waktu , Dana BOS 
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ABSTRACT 

 

Nandita Putri Medianti (2025): "Analysis of Accountability of 

Operational Budget Fund Management (BOS) at MTs N 1 Prabumulih". This 

study aims to analyze the accountability of the management of Operational Budget 

Funds BOS Funds at MTs N1 Prabumulih. The research method used is descriptive 

using a qualitative approach using a combination of two data sources, namely 

primary and secondary by emphasizing triangulation techniques combining 

observation, interviews and documentation to obtain data sources. The sampling 

technique for this study uses a non-probability technique with sample data 

collection using a purposive sampling method. The results of the study indicate that 

MTs N 1 Prabumulih in the accountability of BOS Fund reporting is good and in 

accordance with the JUKNIS which will be implemented in 2024 and in the 

accountability dimension consisting of 5 dimensions, namely honesty & legal 

accountability, managerial accountability, program accountability, process 

accountability and financial accountability are in accordance with their respective 

indicators 

Keywords: Accountability, Timeliness, BOS Funds 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan sekaligus sebagai pemegang 

amanah dari masyarakat luas. Sekolah bertanggung jawab untuk mampu 

memberikan informasi tentang hasil kinerjanya baik keuangan maupun kinerja 

program. Dalam memberikan informasinya, tentunya sekolah harus 

memperhatikan kebutuhan-kebutuhan stakeholders dalam hal ini adalah 

pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan akuntabilitas. Peran 

akuntabilitas dalam organisasi ini menjadi sangat penting sebagai media 

komunikasi antara pihak internal sekolah sendiri dengan seluruh pihak external 

yang terkait. Implementasi akuntabilitas ini bertujuan untuk menciptakan kinerja 

yang baik dari institusi pendidikan yang nantinya diharapkan mampu 

meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di institusi itu sendiri sehingga akan 

timbul kepercayaan masyarakat pada sekolah tersebut. Institusi pendidikan, 

sebagai salah satu organisasi sektor pubik, dituntut untuk memberikan laporan 

akuntabilitas kepada stakeholders. 

Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan 

dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Oleh 

karena itu, pemerintah harus betul-betul menyadari bahwa pemerintahan dan 

pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik. 

Terwujudnya akuntabilitas keuangan sekolah akan menjadi landasan awal bagi 
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tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan segala pertanggungjawaban 

keuangan yang berasal dari negara,dana dari masyarakat akan berjalan lancar 

seiring kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam bidang pengelolaan 

keuangan sekolah. Pengelolaan dana (keuangan) sekolah merupakan pokok 

penting yang berkaitan dengan profesionalitas sekolah.Oleh karena itu sekolah 

harus melibatkan semua komponen pendidikan yang ada, baik itu komite dan 

pihak-pihak yang terkait dalam pendidikan. 

Akuntabilitas merupakan prinsip yang harus diupayakan dan diterapkan oleh 

sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan.Penerapan prinsip tersebut 

akan membawa efek positif kepada pihak yang terkait .Sehingga persepsi yang 

ditimbulkan oleh publik dan pihak yang terkait (stakeholders) adalah bahwa 

sekolah merupakan lembaga penyelenggara pendidikan yang bersih dan 

berwibawa. Sekolah yang bersih dan berwibawa artinya sekolah tersebut tidak 

melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan profesional. 

Akuntabilitas adalah kewajiban seorang (employee), agen atau orang lain 

untuk memberikan laporan yang memuaskan ( safisfactory report) secara periodik 

atas tindakan atau atas kegagalan untuk bertindak dari otorisasi atau wewenang 

yang dimiliki. ( Kohler, dalam Waluyo, 2007:191). 

Semua tingkatan sekolah mendapatkan bantuan pemeritah pusat dalam 

bentuk dana BOS. Program BOS dirancang untuk mendukung pelaksanaan 

pendidikan di sekolah-sekolah dasar dan menengah, serta mengurangi beban biaya 

operasional yang harus ditanggung oleh masyarakat.Dengan adanya dana BOS, 

siswa tidak perlu membayar biaya operasional sekolah, sehingga pendidikan 
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menjadi lebih terjangkau. Dana BOS merupakan bantuan dari pemerintah pusat 

yang dialokasikan untuk kebutuhan non-operasional satuan pendidikan. Ini 

termasuk mendukung penyelenggaraan program pendidikan yang berkualitas. 

Program ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan, yang menetapkan kewajiban bagi semua tingkat 

pendidikan untuk memenuhi aspek pendanaan yang diperlukan.Program BOS 

membantu masyarakat, terutama keluarga yang kurang mampu, untuk 

mendapatkan akses pendidikan selama 9 tahun dengan kualitas yang baik. Ini 

mendukung program wajib belajar dan memastikan bahwa semua anak, terutama 

yang dari kalangan prasejahtera, dapat bersekolah tanpa terbebani oleh biaya. 

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan inisiatif penting dari 

pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan meringankan beban 

biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat. Melalui program ini, diharapkan 

kualitas pendidikan di Indonesia dapat meningkat, dan semua anak memiliki 

kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Prabumulih (MTs N 1 ) merupakan salah 

satu lembaga pendidikan menengah di Kota Prabumulih yang memiliki peran 

penting dalam membentuk karakter dan pendidikan siswa. Sebagai lembaga 

pendidikan, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sangat penting. 

Pengelolaan keuangan di MTs Negeri 1 Kota Prabumulih, Undang- Undang 

Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjadi landasan hukum yang 

mengatur tentang Dana BOS sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang ditetapkan  

Dalam pengelolaan dana bos di MTs Negeri 1 Kota Prabumulih setiap 
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tahunnya terdapat petunjuk teknis (Juknis) yang dikeluarkan mengenai laporan 

keuangan. Juknis ini menjadi acuan bagi MTs N 1 Prabumulih dalam menyusun 

laporan keuangan secara akurat dan terstruktur sesuai dengan ketentuan Undang- 

Undang yang berlaku. Keberadaan Juknis berdasarkan Jenderal Pendidikan Islam 

Nomor 1291 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral 

Pendidikan Islam Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan 

Bantuan Operasional penyelenggaraan Raudatul Athfal dan Bantuan Operasional 

sekolah Pada Madrasah tahun Anggaran 2024 tersebut menjadi acuan utama bagi 

MTs N 1 Prabumulih dalam melaksanakan pengelolaan dana BOS selama tahun 

anggaran 2024. 

Tabel 1.1 

Dana BOS di MTs N 1 Prabumulih Tahun 2024 

 

No. Dana BOS Jumlah (Rp) 

1. Dana BOS yang diterima Tahun 2024. 1,098,900,000 , 

 

(999.0) orang 
Sumber : Dokumentasi MTs Negeri Prabumulih 2024 

 

Dalam pengelolaan dana BOS harus melakukan pelaporan lengkap sesuai 

dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan perundang- undangan 

tentang pertanggungjawaban keuangan, yang dalam pelaksanaan pelaporan 

pertanggungjawaban keuangannya juknis dana Bos Tahun 2024 ini mengacu 

pada UU No. 17 Tahun 2003. Dalam analisis akuntabilitas pengelolaan dana BOS 

Di Mts N 1 Prabumulih, hal yang diamati adalah ketepatan waktu dalam 

pelaporan  dana BOS sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Pada 

indikator akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah 
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(BOS) di MTs N 1 Prabumulih dapat mencakup beberapa aspek yang menjadi 

tolak ukur tingkat ketaatan pada juknis yaitu efesiensi dan efektif, kepatuhan 

terhadap Peraturan Perundang-undangan, serta pertanggungjawaban pelaporan. 

Tabel 1.2 

Pelaporan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

 

Sumber : Dokumentasi MTs Negeri Prabumulih 2024 

 

MTs N 1 Prabumulih telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap 

akuntabilitas dalam pengelolaan dana biaya operasional sekolah, terutama pada 

indikator Akuntabilitas yaitu Akuntabilitas Finansial, yang fokus utamanya adalah 

tepat waktu dalam pelaporan pertanggung jawaban penggunaan dana publik, serta 

pada Akuntabilitas Program dimana kepatuhan dalam pelaksanaan program- 

program yang telah di rencanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 

MTs N 1 Prabumulih pada indikator prinsip akuntabilitas pelaksanaan 

laporan kebijakan yaitu tentang pertanggungjawaban laporan keuangan telah 

mencapai ketepatan waktu yang sangat baik selama tiga tahun berturut-turut. 

No Jenis Laporan Frekuensi 

Pelaporan 

Pihak yang 

Bertanggung 

Jawab 

Metode Pelaporan 

1. Laporan Realisasi 

Anggaran 

Bulanan KPA & 

Bendahara 

Pengisian laporan 

melalui aplikasi 

2. Laporan Pengunaan 

Dana BOS 

Bulanan KPA & 

Bendahara 

Pengumpulan 

Dokumen 

Pendukung 

3. Laporan 

Pertanggungjawaban 

Bulanan KPA& 

Bendahara 

Penyusunan 

Laporan  tertulis 

dan dikumpulkan 

melalui aplikasi 

LPJ Sakti 
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Pencapaian ini menimbulkan pertanyaan tentang praktik-praktik yang diterapkan 

oleh sekolah dalam memastikan pelaksanaan laporan keuangan dengan ketepatan 

waktu dan ketepatan dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang 

dimplementasikan berdasarkan maksud yang telah ditentukan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Biaya 

Operasional Sekolah (BOS) Pada MTs Negeri 1 Kota Prabumulih. 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat 

diambil dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan 

Anggaran Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Pada MTs Negeri 1 Kota 

Prabumulih? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui Bagaimana 

Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) 

Pada MTs Negeri 1 Kota Prabumulih. 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang 

bersangkutan, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis. Adapun 

manfaat dari penelitian ini adalah: 
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1.4.1. Manfaat Teoritis : 

 

a) Bagi Akademisi 

 

Melalui penelitian teoritis, akademisi dapat memperdalam pemahaman 

mereka tentang konsep-konsep akuntabilitas keuangan, metode analisis 

keuangan dan kerangka kerja yang dapat di gunakan dalam konteks MTs Negeri. 

Serta dapat membantu akademisi dalam mengembangkan keterampilan analisis 

dan pemahaman yang diperlukan untuk mengevaluasi akuntabilitas pengelolaan 

keuangan di lembaga pendidikan. 

 

b).  Bagi Penelitian Yang Akan Datang 

 

Temuan dari penelitian teoritis dapat memberikan landasan teoritis yang 

kuat bagi penelitian yang akan datang dalam menganalisis akuntabilitas 

keuangan di lembaga pendidikan serupa. Hasil penelitian teoritis dapat 

memberikan rekomendasi dan impelmentasi yang berguna bagi penelitian 

lanjutan dalam upaya peningkatan lanjutan dalam upaya meningkatkan 

akuntabilitas pengelolaan Anggaran Biaya Operasional Sekolah (dana BOS) di 

MTs Negeri maupun di lembaga pendidikan lainnya. 

1.4.2. Manfaat Praktisi 

 

a) Bagi Pemerintah 

 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi 

pemerintah dalam merumuskan kebijakan public terkait pengelolaan keuangan 

di sekolah- sekolah, termasuk MTs Negeri . Serta, dapat membantu pemerintah 

dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran dan BOS 
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di sekolah . 

b) Bagi Sekolah 

 

Penelitian ini di harapkan dapat membantu sekolah, khususnya MTs 

Negeri 1 Prabumulih, untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang 

mengelola keuangan mereka dengan lebih akuntabel dan efesien. Dan dengan 

menganalisis akuntabilitas keuangan, sekolah dapat mengidentifikasi area-area 

yang perlu perbaikan dan mengimplementaskan praktik-praktik terbaik untuk 

meningkatkan kinerja keuangan sekolah. 

 

1.5.Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab antara 

lain: 

BAB I PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam melakukan 

penelitian serta sebagai dasar dalam melakukan pengelolaan data 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan 

data, populasi ,sampel, dan metode analisis. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan gambaran umum perusahaan, hasil penelitian dan 

pembahasan hasil penelitian. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan berisi tentang hasil penelitian serta saran dari peneliti. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

 

2.1.1. Akuntabilitas 

 

2.1.1.1. Pengertian Akuntabilitas 

 

Secara terminologi, akuntabilitas merupakan suatu istilah yang diterapkan 

untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan 

apa dana publik itu ditetapkan. (Prof. Dr. Drs. Rakhmat, M.S. 2028:145). 

Akuntabilitas adalah kewajiban dari individu atau pejabat pemerintah yang 

dipercaya untuk mengelola sumber-sumber daya publik yang bersangkutan 

dengannya agar dapat menjawab berbagai hal yang menyangkut 

pertanggungjawabannya. (Tjokroamidjojo, 2000 dalam Rakhmat, 2018:146).  

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap 

aktivitas yang dilakukan (Mardiasmo, 2009, dalam Rakhmat, 2018:150). 

Akuntabilitas adalah kewajiban bagi pengelola keuangan daerah untuk bertindak 

selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan 

kebijaksanaan yang ditetapkannya (Tjahjanulin, 2002, dalam Rakhmat, 

2018:150).  

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 1 ayat (14) 

dijelaskan bahwa akuntabilitas kinerja menjadi kewajiban instansi pemerintah 

untuk memberikan tanggungjawabnya atas kesuksesan maupun kegagalan dalam 

melaksanakan suatu kegiatan yang telah direncanakan oleh pemangku 
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kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan 

sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi 

pemerintah yang disusun secara periodik. Dana APBN dan APBD menjadi bagian 

besar dalam sumber pendanaan sekolah sebagai dana bantuan untuk operasional 

sekolah dan dari pihak luar lainnya terutama orang tua siswa berupa sumbangan 

Pendidikan. Pihak sekolah harus mampu mempertanggungjawabkan dana yang 

sudah diamanahkan oleh pihak luar tersebut (Rakhmawati, 2018 dalam 

Nurohmayni Putri, 2023). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, akuntabilitas adalah kewajiban untuk 

menyampaikan pertanggung jawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

oleh seseorang atau sekelompok orang (organisasi) yang telah menerima amanah 

dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. 

2.1.1.2. Konsep Dasar Akuntabilitas 

 

Konsep dasar akuntabilitas dalam akuntansi adalah tentang kewajiban 

individu atau organisasi untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan 

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. 

Konsep dasar akuntabilitas dalam akuntansi melibatkan beberapa aspek 

kunci, yaitu : 

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dan kejelasan dalam melaporkan informasi 

keuangan agar dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan . 

2. Integritas yang mencakup kejujuran,etika dan konsistensi dalam 

melaksanakan tugas akuntansi. 

3. Pertanggungjawaban yang menuntut individu atau organisasi untuk 
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bertanggungjawab atas keputusan yang mereka ambil. 

Akuntabilitas sebagai konsep etika yang dekat dengan administrasi publik 

dan pemerintahan mempunyai arti yang kadang digunakan secara sinonim dengan 

konsep yang dapat dipertanggungjawabkan, yang dapat dipertanyakan, yang dapat 

dipersalahkan, dan yang mempunyai ketidakbebasan, termasuk istilah lain yang 

mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari 

administrasi publik (Djalil, 2014, dalam Rakhmat, 2018 : 147). 

2.1.1.3. Prinsip- Prinsip Akuntabilitas 

 

Prinsip akuntabilitas sangat penting dalam akuntansi sektor publik. Prinsip 

akuntabilitas adalah prinsip utama dalam akuntansi sektor publik. Prinsip ini 

mengharuskan entitas sektor publik untuk bertanggungjawab atas penggunaan 

dana publik dan untuk memberikan laporan keuangan yang transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Prinsip akuntabilitas adalah dasar yang mendasari kewajiban individu atau 

organisasi untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan pengelolaan 

sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Prinsip akuntabilitas merupakan 

prinsip dalam pelayanan publik yang meliputi kepastian dan ketepatan waktu 

pelayanan kepada masyarakat dan memperhatikan apakah pelayanan yang 

diberikan telah sesuai dengan SOP pelayanan yang berlaku. Prinsip-prinsip utama 

akuntabilitas meliputi: 

1. Transparansi: Keterbukaan dan kejelasan dalam melaporkan informasi 

keuangan dan non-keuangan agar dapat dipahami oleh pihak yang 

berkepentingan. Transparansi memastikan bahwa informasi yang disajikan 
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tidak disembunyikan atau dimanipulasi. 

2. Integritas: Menunjukkan kejujuran, etika, dan konsistensi dalam tindakan dan 

keputusan yang diambil. Integritas mencerminkan standar moral yang tinggi 

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. 

3. Pertanggungjawaban: Kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan 

dan keputusan kepada pihak yang berkepentingan. Pertanggungjawaban 

mencakup akuntabilitas atas hasil kerja, keputusan, dan pengelolaan sumber daya 

yang dipercayakan. 

Selain prinsip-prinsip tersebut, akuntabilitas kinerja harus juga menyajikan 

penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta 

keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan. Dalam pelaksanaan akuntabilitas ini, diperlukan pula perhatian 

dankomitmen yang kuat dari atasan langsung instansi memberikan 

akuntabilitasnya, lembaga perwakilan dan lembaga pengawasan, untuk 

mengevaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan. 

Adapun prinsip akuntabilitas diantaranya : 

 

a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi untuk melakukan 

pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. 

b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya 

secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan . 

d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang 
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diperoleh . 

e. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai perubahan manajemen 

instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran 

kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. Mardiasmo (2009:24). 

2.1.1.4. Tipe Akuntabilitas 

Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa macam tipe, diantaranya dapat 

dikategorikan menjadi dua, yaitu Akuntabilitas Internal dan Akuntabilitas 

Eksternal. Adapun penjelasan dari tipe akuntabilitas adalah sebagai berikut : 

a. Akuntabilitas Internal Berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi 

internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah, dimana setiap 

pejabat atau petugas publik baik individu maupun kelompok berkewajiban 

untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan mengenai perkembangan 

kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-

waktu bila dipandang perlu. Keharusan akuntabilitas internal pemerintah 

tersebut, telah diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 

tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

b. Akuntabilitas Eksternal Melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu 

organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah 

diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangan untuk dikomunikasikan 

kepada pihak eksternal dan lingkungannya (Ihyaul Ulum, 2010:42). 
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2.1.1.5. Jenis dan Indikator Akuntabilitas 

 

 

Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik 

tersebut antara lain: 

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum (accuntability for probity and 

legality). 

 

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan 

jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan 

terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber 

dana publik. Pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban yang dimiliki oleh 

individu, kelompok, atau lembaga untuk menjunjung tinggi standar moral dan 

terlibat dalam penegakan hukum. Kepatuhan hukum berkaitan  dengan  

pengelolaan  keuangan  BOS  yang  berdasarkan  dengan hukum, peraturan, dan 

ketentuan yang ada. Akuntabilitas penggunaan dan penyaluran program ini yang 

berdasar pada hukum yang berlaku dapat didefinisikan sebagai kewajiban serta 

amanah hukum yang sehubungan dengan penggunaan maupun penyaluran dana 

tersebut. Penggunaan dan penyaluran dana BOS harus berdasarkan dengan 

peraturan yang ada mengenai penualurannya. 

2. Akuntabilitas Manajerial 

 

Akuntabilitas manajerial terkait apakah prosedur yang digunakan dalam 

melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi 

akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. 

3. Akuntabilitas Proses 

 

Akuntabilitas proses adalah jenis akuntabilitas yang berkaitan dengan 
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apakah metode yang dipergunakan untuk menyelesaikan amanah yang telah ada. 

Hal ini mengacu pada kewajiban untuk melaksanakan penyaluran dana BOS 

dengan terbuka maupun berdasar pada aturan yang ada. Program penyaluran dana 

BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kolaka Utara bertujuan untuk 

memberikan dukungan keuangan kepada sekolah agar mereka dapat melanjutkan 

kegiatan operasional sehari-hari. 

4. Akuntabilitas Program 

Akuntabilitas program adalah cara untuk mempertanggungjawabkan 

setiap program atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu usaha atau organisasi. 

Akuntabilitas Program Pelayanan Pencairan Dana BOS di MTs N 1 Prabumulih 

mengacu pada tanggung jawab untuk memastikan bahwa program atau agenda 

yang diimplementasikan berdasarkan dengan maksud yang telah ditentukan, 

mencapai hasil yang diharapkan, dan memanfaatkan potensi yang ada sebaik 

mungkin. 

5. Akuntabilitas finansial 

 

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga 

publik, untuk menggunakan uang publik (publik money) secara ekonomi, efisien, 

dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas 

finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi 

perhatian utama masyarakat. Akuntabilitas finansial mengharuskan lembaga- 

lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja 

finansial organisasi kepada pihak luar. 

Akuntansi sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam 
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mendorong terciptanya akuntabilitas finansial. Kekuatan utama akuntansi adalah 

pada pemberian informasi. Informasi merupakan bahan dasar untuk proses 

pengambilan keputusan untuk menghasilkan produk berupa keputusan. Dalam 

konteks organisasi sektor publik, keputusan yang diambil harus memenuhi prinsip 

akuntabilitas publik terutama terkait dengan akuntabilitas kebijakan. Oleh karena 

itu, kualitas informasi berupa keakuratan, transparansi, ketepatan waktu, validitas, 

relevansi dan keandalan informasi akan sangat mempengaruhi kualitas keputusan 

dan akuntabilitas publik. (Mikael Edowani, 2021, dalam Candra Dewi 2024:32) 

Dari Uraian 5 indikator akuntabilitas di atas, peneliti memfokuskan 

penelitian pada indikator akuntabilitas Program dan finansial, yaitu mengenai 

pertanggungjawaban pelaporan keuangan pada ketepatan waktu dan ketepatan 

pada pelaksaaan program di sekolah. 

 

2.1.2. Biaya Operasional Sekolah ( BOS ) 

 

2.1.2.1. Pengertian Biaya Operasinal Sekolah ( BOS ) 

 

Pendanaan Pendidikan merupakan penyediaan dana yang dilakukan oleh 

Pemerintah untuk penyelenggaraan Pendidikan, di mana pendanaan tersebut 

menjaditanggung jawab bersama antar pemerintah pusat, pemerintah daerah 

maupun masyarakat. Salah satu program pemerintah untuk memenuhi mutu 

pendidikan adalah pengadaan dana operasional sekolah yang disalurkan pada 

sekolah negeri maupun swasta. 

Dana BOS merupakan nilai rupiah dari seluruh sumber daya pendidikan 

yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kegiatan pendidikan (Ahmad, 2010 

dalam Yohanis Lotong Ta’dung, 2022) . Bantuan dana operasional sekolah yang 
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diberikan harus dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional yang 

berkaitan dengan kebutuhan siswa serta pengembangan mutu tenaga 

pendidikan dan kependidikan (Musfah, 2018 dalam Yohanis Lotong Ta’dung, 

2022). Jadi dapat disimpulkan bahwa Dana BOS adalah dana yang diberikan 

kepada satuan pendidikan atau lembaga pendidikan dengan tujuan dapat 

mengurangi biaya sekolah bagi peserta didik yang kurang mampu. 

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk 

penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan 

dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 

Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan 

atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, 

jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, 

transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. Namun demikian, ada beberapa jenis 

pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana 

BOS. Secara detail jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari dana BOS dibahas pada 

bagian penggunaan dana BOS. ( Ginanjar, 2022:18). 

2.1.2.2. Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

 

Bantuan operasional Sekolah pada Madrasah bertujuan untuk : 

 

1. Membantu biaya operasional penyelenggaraan pada Raudatul Alfal dan 

Madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pelajaran dan pemenuhan 

Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi tanggung jawab satuan 

pendidikan. 

2. Mendukung biaya operasional penyelenggaraan pada Raudhatul Athfal dan 
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Madrasah dalam rangka peningkatan efektivitas pembelajaran jarak jauh, 

pembelajaran tatap muka, dan/atau pelaksanaan blended learning di masa 

Adaptasi Kenormalan Baru; dan 

3. Mendukung biaya operasional penyelenggaraan pada Raudhatul Athfal dan 

Madrasah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan 

Raudhatul Athfal dan Madrasah. 

2.1.2.3. Kriteria Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah 

 

Dana Bantuan Operasional Sekolah diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah 

(MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah 

Aliyah Kejuruan (MAK) baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun 

masyarakat. 

a. Memiliki izin operasional yang ditetapkan oleh Kementerian Agama paling 

sedikit 1 tahun (atau ditetapkan paling lambat 31 Desember 2021), 

dikecualikan bagi madrasah yang berada pada daerah 3T, perbatasan negara 

dan/atau daerah lain yang diusulkan oleh Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi dan disetujui oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam; 

b. Madrasah yang belum mendapat izin operasional, peserta didiknya tidak 

boleh dititipkan kepada Madrasah yang telah mendapatkan izin operasional 

dengan tujuan agar peserta didik tersebut dapat diberikan dana Bantuan 

Operasional Sekolah melalui Madrasah yang telah mendapat izin 

operasional tersebut; 

c. Telah melakukan pemutakhiran data pada EMIS 4.0 pada tahun pelajaran 

berjalan; dan 
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d. Yayasan penyelenggara Madrasah tidak dalam keadaan konflik, sengketa, 

dan/atau berperkara hukum. 

2.1.2.4. Prinsip Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah 

 

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal 

dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah dilakukan berdasarkan 

prinsip: 

a.  Fleksibilitas, yaitu penggunaan dana Bantuan Operasional 

Penyelenggaraan dan Dana Bantuan Operasional Sekolah dikelola sesuai 

dengan kebutuhan Raudhatul Athfal dan Madrasah berdasarkan hasil 

Evaluasi Diri Madrasah (EDM)  yang  dituangkan dalam Rencana Kerja 

dan Anggaran Madrasah (RKAM). 

b. Efektivitas, yaitu penggunaan dana Bantuan Operasional 

Penyelenggaraan dan Dana Bantuan Operasional Sekolah diupayakan dapat 

memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan 

pendidikan di Raudhatul Athfal dan Madrasah; 

c. Efisiensi, yaitu penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan 

dan Dana Bantuan Operasional Sekolah diupayakan untuk meningkatkan 

kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang 

optimal. 

d. Akuntabilitas, yaitu penggunaan dana Bantuan Operasional 

Penyelenggaraan dan Dana Bantuan Operasional Sekolah dapat 

dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan 

yang logis sesuai peraturan perundang- undangan; dan 
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e. Transparansi, yaitu penggunaan dana Bantuan Operasional 

Penyelenggaraan dan Dana Bantuan Operasional Sekolah dikelola secara 

terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan 

kebutuhan Raudhatul Athfal dan Madrasah. 

2.1.2.5. Ruang lingkup Dana Bantuan Operasional Sekolah 

 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan dan 

Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah meliputi tata cara penyaluran, 

pencairan, penggunaan, pengadaan barang/jasa, dan pelaporan Dana Bantuan 

Operasional Penyelenggaraan dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah 

tahun anggaran 2024. 

2.1.2.6. Komponen Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah 

 

Komponen Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah terkait 

penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah setelah dana jalankan ke rekening 

sekolah atau satuan pendidikan sebagai berikut : 

1. Menerima siswa baru 

 

2. Pengembangan pada perpustakaan atau layanan membaca 

 

3. Pengembangan kegiatan belajar dan bermain 

 

4. Melaksanakan kegiatan penilaian terkait kegiatan belajar dan bermain 

 

5. Melaksanakan pengelolaan satuan pendidik 

 

6. Melakukan pengembangan tenaga pendidik 

 

7. Pembiayaan biaya jasa dan langganan 

 

8. Memelihara sarana dan prasarana 

 

9. Pelaksanaan aktivitas kesehatan, gizi dan kebersihan 
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10. Pembayaran honor 

 

Komponen penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

mencakup berbagai elemen yang dirancang untuk mendukung operasional harian 

dan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Pertama, dana BOS digunakan 

untuk menutupi biaya operasional rutin, termasuk pembayaran gaji dan tunjangan 

bagi guru honorer, serta pembelian bahan dan alat pembelajaran yang esensial. 

Kedua, dana tersebut dialokasikan untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan 

ekstrakurikuler, seperti pengadaan buku pelajaran, alat peraga pendidikan, dan 

pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan memperkaya pengalaman 

belajar siswa. 

Ketiga, dana BOS juga digunakan untuk program peningkatan mutu 

pendidikan, yang mencakup pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru 

serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang lebih baik. Keempat, 

biaya administrasi sekolah juga dicover oleh dana BOS, termasuk kebutuhan 

administrasi dan manajemen sekolah serta pembayaran utilitas seperti listrik dan 

air. Pengelolaan yang transparan dan akuntabel dari dana BOS ini diharapkan 

mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih efektif dan efisien, 

sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja sekolah secara keseluruhan. 

(Perani, Mappa, 2024:14). 

2.1.2.7. Teknis Pengelolaan Dana BOS 

1. Tahapan Perencanaan dan Penganggaran Dana BOS 

 

Anggaran merupakan perencanaan yang dirumuskan berbentuk rupiah pada 

periode tertentu serta mengalokasikan sumber dana pada setiap rangkaian 
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kegiatan. Anggaran berperan penting dalam setiap kegiatan sekolah mulai dari 

perencanaan, pengendalian dan evaluasi. Perencanaan adalah proses persiapan 

tindakan untuk mencapai tujuan. Pada sekolah, setiap tahun menyusun Rencana 

Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM) untuk menunjukkan bagaimana 

pendapatan dan perencanaan pengeluaran biaya untuk kebutuhan operasional 

sekolah. Salah satu indikator utama dalam mengembangkan sekolah di masa 

depan adalah perencanan kegiatan anggaran sekolah. Perumusan diawali dari 

perencanaan kegiatan atau program yang telah direncanakan. Selanjutnya 

memperhitungkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan 

kegiatan tersebut dan bagaimana dana tersebut dialokasikan. 

Berikut merupakan langkah-langkah perencanaan pada pengelolaan Dana 

BOS adalah sebagai berikut : 

1. Perencanaan dan penganggaran Dana BOS dilakukan sebelum 

Satuan Pendidikan menggunakan Dana BOS. 

2. Perencanaan dan penganggaran Dana BOS disusun untuk satu (1) 

tahun anggaran dalam dokumen RKAM 

3. Penyusunan dokumen RKAM dilakukan berdasarkan: 

 

a. Kebutuhan Satuan Pendidikan, 

 

b. Hasil evaluasi diri pada profil Satuan Pendidikan. 

 

4. Penyusunan dokumen RKAM dilakukan untuk menentukan: 

 

a. Komponen penggunaan Dana BOSP yang digunakan; 

 

b. Rincian komponen pembiayaan yang dibutuhkan, 

 

c. Rincian barang atau jasa kebutuhan; 
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d. Satuan harga dan volume yang menjadi basis penganggaran 

 

e. Penyusunan dokumen RKAM dilakukan melalui rapat penyusunan 

dokumen RKAS dengan melibatkan warga Satuan pendidikan dan 

Komite Sekolah. 

5. Hasil penyusunan dokumen RKAM di input atau dituangkan ke dalam 

aplikasi kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan oleh 

Kementerian. 

2. Tahapan Pelaksanaan Penatausahaan Dana BOS 

 

a. Penggunaan dan dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan sesuai dengan 

dokumen perencanaan dan penganggaran Dana BOS yang telah di input 

pada aplikasi yang disediakan oleh Kementerian. 

b. Setiap penggunaan Dana BOS oleh Satuan Pendidikan dicatatsecara 

lengkap yang disertai dengan bukti-bukti pendukung, termasuk 

dokumentasi pelaksanaan pengadaan barang atau jasa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang 

atau jasa oleh Satuan Pendidikan. 

c. Penginputan penggunaan dana dalam aplikasi rencana kegiatan dan 

anggaran Satuan Pendidikan dapat dilakukan setiap waktu oleh Satuan 

Pendidikan. 

1. Tahapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOS 

Dalam pengelolaan dana BOP dan BOS harus melakukan pembukuan 

dan pelaporan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan 

pendidikan dan ketentuan perundang-undangan tentang penatausahaan dan 
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pertanggungjawaban keuangan. 

Adapun proses pelaporan bagi sekolah diuraikan sebagai berikut: 

 

a. Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOS disusun berdasarkan hasil 

pelaksanaan penatausahaan Dana BOS. 

b. Pelaporan dan pertanggungjawaban termasuk pemeriksaan dan verifikasi 

atas penyelesaian pengadaan barang atau jasa dan penggunaan dana 

tahun berkenaan. 

c. Bentuk dokumen laporan dan pertanggungjawaban tercantum dalam 

aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang 

diselenggarakan Kementerian. 

d. Laporan dan pertanggungjawaban Dana diverifikasi, divalidasi, dan 

disampaikan oleh Satuan Pendidikan melalui aplikasi e-RKAM 

d. Satuan Pendidikan bersedia diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan terhadap laporan dan pertanggungjawaban dana 

Satuan Pendidikan. 

 

2.1.2.8. Tata Cara Pengunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah 

 

Petunjuk Teknis Nomor 13 tahun 2024 pada Bab IV terkait ketentuan umum 

penggunaan dana BOS menjelaskan terkait tata cara penggunaan dana BOS 

sebagai berikut : 

Penggunaan dana BOP dan BOS harus didasarkan dan mempertimbangkan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Ketentuan umum keseluruhan penggunaan dana BOP dan BOS mengacu 

pada Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2024 yang ditetapkan dalam 
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Peraturan Menteri Keuangan. 

2. Penggunaan dana BOP dan BOS didasarkan pada RKARA atau RKAM 

yang disusun oleh tim pengembang yang melibatkan guru dan komite 

madrasah, ditetapkan oleh Kepala RA/Madrasah dan diketahui/dilaporkan 

kepada Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kepala Kanwil Kemenag 

Provinsi sesuai dengan kewenangannya. 

3. Penggunaan dana BOP dan BOS didasarkan pada skala prioritas kebutuhan 

RA dan Madrasah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan 

SNP. 

4. Prioritas Penggunaan Dana BOP dan BOS adalah untuk membantu 

pembiayaan kegiatan operasional RA dan Madrasah. Bagi RA dan 

Madrasah yang telah menerima dana bantuan lain, tidak diperkenankan 

menggunakan dana BOP dan BOS untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya 

jika dana BOP dan BOS tidak mencukupi untuk pembelanjaan yang 

diperbolehkan, maka RA dan Madrasah dapat mempertimbangkan sumber 

pendapatan lain yang diterima oleh lembaganya. 

5. RA dan Madrasah yang telah menerima dana bersumber dari APBD tidak 

diperkenankan menggunakan dana BOP dan BOS untuk peruntukan yang 

sama. Sebaliknya jika dana BOP dan BOS tidak mencukupi untuk 

pembelanjaan yang diperbolehkan, maka madrasah dapat menggunakan 

sumber pendapatan lain yang diterima oleh madrasah; 

6. Madrasah Negeri yang sudah mendapat anggaran dalam DIPA selain BOS, 

maka penggunaan dana BOS hanya untuk menambahkan kekurangan, 
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sehingga tidak terjadi double accounting; 

7. Batas maksimum penggunaan dana BOP dan BOS untuk belanja pegawai 

(honor guru/tenaga kependidikan bukan PNS dan honor honor kegiatan) 

pada madrasah negeri dan swasta sebesar 60% (enam puluh persen) dari total 

dana BOP dan BOS yang diterima oleh madrasah dalam satu tahun dengan 

ketentuan kebutuhan untuk belanja pegawai tersebut harus melampirkan 

analisa kebutuhan guru berdasarkan jumlah pegawai yang ada. 

Jika berdasarkan penghitungan kebutuhan belanja pegawai madrasah, 

jumlah belanja pegawai melebihi persentase yang ditetapkan di atas, maka 

madrasah harus menyampaikan justifikasi atas kelebihan tersebut untuk di 

verifikasi dan disetujui oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Dalam 

menentukan besaran honor rutin, madrasah dapat mempertimbangkan : 

a. Beban kerja yang diterima masing-masing PTK, baik beban kerja rutin 

maupun beban kerja insidentil. 

b. UMK masing-masing daerah, dengan memperhatikan hal berikut: 

 

a) Jika dana BOS mencukupi, dapat diberikan honor rutin senilai UMK 

setempat. 

b) Jika dana BOS tidak mencukupi, honor rutin dapat diberikan 60% atau 

persentase tertentu dari UMK setempat. 

c) Mempertimbangkan ketersediaan alokasi untuk kebutuhan lainnya baik 

untuk kegiatan rutin/operasional dan kegiatan peningkatan mutu berdasaran 

hasil EDM. 

d) Dalam memperhitungkan kewajaran nilai honor/penghasilan rutin yang 



28 
 

 
 

diterima PTK, khususnya madrasah swasta, perlu mempertimbangkan 

sumber dana lainnya seperti dana Yayasan, dana komite, serta dari APBD. 

8. Satuan biaya untuk belanja dengan menggunakan dana BOP dan BOS 

mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah (Satuan Biaya 

Masukan yang ditetapkan Kementerian Keuangan) dan/atau Pemerintah 

Daerah. 

2.1.2.9. Penyaluran Dana BOS 

 

Penyaluran Dana BOS pada Satuan Kerja MTsN, MAN, dan MAKN 

dilakukan mengacu pada ketentuan pelaksanaan DIPA Ditjen Pendidikan Islam 

sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian 

Keuangan tentang Bagan Akun Standar (BAS) dan memisahkan perencanaan 

anggaran penggunaan dana BOS dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran 

Madrasah (RKAM) dari DIPA. 

2.1.2.10. Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS ( Berdasarkan 

Juknis Dana BOS 2024) 

Pertanggungjawaban untuk para pengguna langsung dana BOS yaitu pihak 

sekolah harus membuat pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar 

pengelolan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang 

penatausahaan dan pertanggungjawaban lembaga pengelola keuangan. Laporan 

pertanggungjawaban dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah dan diketahui 

kepala sekolah sebagai penanggungjawab. Laporan pertanggungjawaban tersebut 

juga lengkap mulai dari laporan realisasi anggaran, dan pembukuan BOS. 
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1. Pembukuan 

Pembukuan yang dilakukan oleh pihak sekolah yaitu Rencana Kerja dan 

Anggaran Madrasah yang selanjutnya disingkat RKAM adalah rencana 

pembiayaan dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran 

baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh 

Madrasah. 

Adapun pembukuan dan dokumen pendukung yang harus disusun oleh 

sekolah adalah sebagaimana penjelasan berikut. 

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah 

 

RKAM ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan khusus 

untuk sekolah swasta ditambah ketua yayasan, dan dibuat setahun sekali pada 

awal Tahun Pelajaran, namun demikian perlu dilakukan revisi pada semester 

kedua. 

b. Buku Kas Umum Buku 

Kas Umum ini disusun untuk masing-masing rekening bank yang dimiliki 

oleh sekolah. Pembukuan dalam Buku Kas Umum meliputi semua transaksi 

eksternal, yaitu yang berhubungan dengan pihak ketiga. 

c. Buku Pembantu Kas 

 

Buku ini harus mencatat setiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh 

Pemegang Kas Sekolah dan Kepala Sekolah. 

d. Buku Pembantu Pajak 

 

 Buku pembantu pajak berfungsi mencatat semua transaksi yang harus 

dipungut pajak serta memonitor pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut 
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selaku wajib pungut pajak. 

e. Bukti pengeluaran 

 

Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang 

sah; Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang 

cukup sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku mengenai bea 

materai; Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan 

peruntukannya; Uraian tentang jenis barang/jasa yang di bayar dapat di pisah 

dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi; Setiap bukti pembayaran harus 

disetujui Kepala Sekolah dan lunas di bayar oleh Pemegang Kas Sekolah; Segala 

jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Pemegang Kas Sekolah sebagai 

bahan bukti dan bahan laporan. 

2. Pelaporan 

 

Sekolah harus menyusun laporan secara lengkap dengan ketentuan – 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana 

 

Laporan ini disusun berdasarkan Buku Kas Umum dari semua sumber dana 

yang dikelola sekolah pada periode yang sama. Laporan ini harus dilengkapi 

dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOS yang 

diterima telah digunakan sesuai NPH BOS. Bukti pengeluaran yang sah di simpan 

dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan. 

b. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS 

 

Laporan ini merupakan rekapitulasi penggunaan dana BOS berdasarkan 

standar pengembangan sekolah dan komponen pembiayaan BOS. 
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Belanja/penggunaan dana yang dilaporkan adalah seluruh belanja/penggunaan 

dana yang bersumber dari dana BOS yang diterima sekolah pada tahun berjalan. 

Sisa dana BOS tahun sebelumnya tidak dilaporkan pada laporan BOS tahun ini, 

akan tetapi tetap tercatat sebagai penerimaan sekolah dari sumber lain-lain dan 

tetap tercatat penggunaannya pada pembukuan anggaran sekolah. 

c. Laporan ke Kementerian 

 

Selain laporan yang disimpan di sekolah sebagai bahan pemeriksaan dan 

audit, Tim BOS Sekolah juga harus menyampaikan dokumen laporan kepada Tim 

BOS Kabupaten/ Kota (sekolah jenjang pendidikan dasar) atau Tim BOS Provinsi 

(sekolah jenjang pendidikan menengah dan sekolah luar biasa). 

d. Laporan Online ke Laman BOS 

 

Selain laporan berupa dokumen cetak yang disampaikan ke Dinas 

Pendidikan, Tim BOS Sekolah harus menyampaikan pula laporan penggunaan 

dana secara online ke laman BOS. Informasi penggunaan dana yang disampaikan 

sebagai laporan online adalah informasi yang didapat dari laporan rekapitulasi 

penggunaan dana BOS tiap triwulan. Laporan ini harus di unggah ke laman BOS 

setiap bulan. 

 

2.1.3. Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS 

 

Akuntabilitas setiap sekolah melakukan pengelolaan dana bos berdasarkan 

Juknis 13 Tahun 2024 yang mana dalam pengelolaan dana BOS mengacu pada 

Report Mutu pendidikan dan prioritas kebutuhan sekolah dan peserta didik dan 

apabila terdapat penyimpangan penggunaan dana BOS maka akan dikenakan 

sanksi sesuai peraturan yang tertuang dalam juknis BOS. Penggunaan BOS harus 
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berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi sehingga ini dapat dilaksanakan dengan 

baik maka pondasi utamanya penggunaan dana BOS adalah transparansi dan 

akuntabilitas. 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulisan dalam melakukan 

penelitian. Beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan untuk mendukung 

penelitian ini sebebagai berikut: 

Hasrullah, dkk (2023). Analisis Akuntabilitas dan Transparasi dalam 

pengelolaan Dana Bantuan operaional Sekolah ( BOS) pada Madrasah Ibtidayah 

Muhammadiyah Tamacinna. Hasil penelitiannya Pengelolaan dana BOS di MIM 

Tamacinna sudah cukup baik dan telah dilakukan semaksimal mungkin dalam 

menerapkan akuntabilitas, dalam hal perencanaan pengelolaan dana BOS sudah 

dilakukan dengan melibatkan kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite 

sekolah, dalam hal penggunaan dana BOS sudah berjalan dengan baik karena 

realisasi penggunaan dana BOS sesuai dengan RKAM yang telah disusun 

sebelumnya, setidaknya sudah sesuai dengan pedoman petunjuk teknis yang 

berlaku tetapi masih ada beberapa rencana yang tidak sesuai dengan realisasi 

anggaran, dan untuk pelaporan dana BOS sudah sesuai dengan petunjuk teknis 

dana BOS yang ada dalam peraturan dengan membuat laporan 

pertanggungjawaban di akhir semester sebelum pencairan dana BOS tahap 

selanjutnya. 

Kunto Gemilang Sakti (2022). Analisis Transparasi dan Akuntabilitas 

dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Studi Kasus Pada 
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SMP NEGERI 3 BOGOR). Hasil penelitiannya Penerapan akuntabilitas dapat 

dilihat dalam pencatatan dan Pelaporan akuntabilitas dalam pencatatan dana BOS 

dilihat dengan adanya dokumentasi dan informasi dalam pengelolaan anggaran di 

sekolah sudah diterapkan oleh SMP Negeri 3 Bogor, hal ini sesuai dengan 

pendapat Kepala Sekolah, beliau mengatakan bahwa di sekolah tersedia dokumen- 

dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS seperti dokumen RKAS 

dan laporan pertanggungjawaban anggaran kegiatan yang disertai dengan adanya 

bukti fisik seperti kwitansi. Pencatatan penggunaan dana BOS juga sudah sesuai 

dengan Juknis 2019 yang berlaku Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

BOS di SMP Negeri 3 Bogor Dalam hal pelaporan dana BOS SMP Negeri 3 Bogor 

membuat laporan secara tertulis dengan melaporkan penggunaan dana BOS untuk 

kegiatan sekolah secara online melalui aplikasi Laporan Pertanggungjawaban 

Keuangan dana BOS ditingkat sekolah dan juga membuat laporan secara tertulis 

yaitu dengan menjelaskan seluruh aspek dan tanda bukti dalam satu laporan yang 

dijilid untuk dinilai dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang 

berkepentingan Pemerintah. 

Apriliani, Tri Rizki (2019). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparasi 

Terhadap efektivitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi 

Survei pada Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Bandung). Hasil penelitiannya yaitu 

Akuntabilitas dana BOS yang ditunjukkan oleh Sekolah Dasar Negeri Kabupaten 

Bandung secara keseluruhan termasuk ke dalam kategori baik yaitu dengan 

dijalankannya unsur-unsur akuntabilitas diantaranya akuntabilitas hukum dan 

kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas 
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kebijakan. Dari keempat unsur akuntabilitas yang telah dilakukan, akuntabilitas 

proses dan akuntabilitas kebijakan menunjukan nilai mean skor terendah dibawah 

nilai rata-rata mean skor jika dibandingkan dengan indikator akuntabilitas hukum 

dan kejujuran dan indikator akuntabilitas program. Hal tersebut menunjukan 

bahwa dalam pelaksanaannya masih adanya beberapa kelemahan yang masih 

harus dibenahi terkait dengan akuntabilitas dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri 

Kabupaten Bandung serta dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, 

dan pengawasan, menunjukan nilai mean skor terendah dibawah nilai rata-rata 

mean skor jika dibandingkan dengan pendataan, penetapan alokasi BOS untuk 

penganggaran dalam APBD, dan penyaluran dana BOS. Hal tersebut menunjukan 

bahwa dalam pelaksanaannya masih adanya beberapa kelemahan yang masih 

harus dibenahi terkait dengan pengelolaan dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri 

Kabupaten Bandung. 

Anggriati Ledu Ngaba (2017). Implementasi Program Bantuan Operasional 

Sekolah. Hasil penelitiannya yaitu dilihat dari segi akuntabilitas, sekolah 

menyusun perencanaan penggunaan dana BOS sesuai dengan format yang 

diberikan Dinas Pendidikan, sekolah juga tertib dalam administrasi laporan 

pertanggungjawaban penggunaan dana tetapi dengan tidak diumumkannya 

laporan perencanaan penggunaan dana BOS mengurasi aspek akuntabilitas yang 

diamanatkan dalam pedoman penggunaan BOS. 

Sulfiati F, dkk (2010). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten 

Sinjai. Hasil penelitiannya Dana BOS yang diperoleh sesuai dengan jumalah 
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siswa disekolah tersebut serta penggunaan dana BOS sesuai RKAS/RAPBS. 

Kepala sekolah selaku penanggung jawab pengguna anggaran di sekolah. Kepala 

sekolah bertanggungjawab atas kebijakan penggunaan anggaran di sekolah. 

Pertanggungjawaban dilakukan setiap triwulan dan setiap tahun. Setiap tiga bulan 

sekali kepala sekolah bersama bendahara BOS mengantarkan laporan triwulan ke 

kantor dinas pendidikan kabupaten. 

Dari kelima penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaannya 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dari letak objek penelitian, 

segi lokasi dan tahun penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah 

pada tahun terbaru yaitu 2024 sedangkan kelima penelitian diatas dilakukan ada 

yang tahun 2023, 2022 dan 2019. 

 

2.3. Kerangka Pemikiran 

 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana kepatuhan MTs 

Negeri 1 Prabumulih terhadap Juknis yang menjadi acuan dalam menyusun 

laporan keuangan. Hal ini melibatkan evaluasi terhadap proses penyusunan 

laporan keuangan dan pelaporan keuangan , keakuratan data yang disajikan, serta 

kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini akan 

mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan antara pelaporan 

pertanggungjawaban dana Bos yang seharusnya dilakukan berdasarkan Juknis 

dengan pelaporan yang sebenarnya terjadi di lapangan. 

 



36 
 

 
 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana 

BOS 

Hasil Dan Pembahasan 

Kesimpulan 

Juknis Dana BOS 

2024 

No. 13 Tahun 2024 

Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 1 Prabumulih 



 
 

37 
 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Dalam suatu penelitian seorang peneliti harus menggunakan jenis penelitian 

yang tepat. Jenis penelitian terbagi menjadi 2 jenis yaitu penelitian kuantitatif 

dan kualitatif. 

1. Penelitian kuantitafif adalah jenis penelitian yang menghasilkan temuan- 

temuan baru yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur- 

prosedur secara statistik atau cara lainnya dari suatu kuantifikasi (pengukuran). 

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif lebih memusatkan 

perhatian pada beberapa gejala yang mempunyai karakteristik tertentu di dalam 

kehidupan manusia, yaitu variabel.Dalam pendekatan kuantitatif, hakikat 

hubungan di antara variabel- variabel selanjutnya akan dianalisis dengan alat uji 

statistik serta menggunakan teori yang objektif. 

2. Penelitian Kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan beberapa 

temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik 

atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif dapat 

digunakan untuk kegiatan penelitian tentang kehidupan masyarakat,sejarah, 

tingkah laku,fungsionalisasi organisasi,aktivitas sosial dan ekonomi. (Fira Husaini 

, 2020 :6-12). 

Adapun Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif, dimana penelitian memfokuskan peneliti untuk 

mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan 
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keuangan dana BOS di MTs N 1 Prabumulih dan pertangungjawaban pelaporan 

pelaksanaan program yang berkaitan dengan penggunaan Dana BOS. 

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

 

3.2.1. Jenis Data 

 

Jenis data terbagi menjadi 2 jenis yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. 

1. Data Kuantitatif 

 

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang 

diangkakan/scoring.Teknik pengumpulan data menggunakan instrument 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan. 

2. Data Kualitatif 

 

Data kualitatif adalah yang berbentuk kata, kalimat, narasi, gerak tubuh, 

ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto. Teknik pengumpulan data dilakukan 

secara trianggulasi (gabungan observasi, wawancaran dan dokumentasi), data 

yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, 

dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami 

keunikan,  mengkonstruksi  fenomena,  dan  menemukan  

hipotesis.(Sugiyono,2020:9). 

 

Berdasarkan data diatas, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data kualitatif yaitu berupa laporan pertanggungjawaban dana BOS . 

 

 



39 
 

 
 

3.2.2. Sumber Data 

 

1. Data Primer 

 

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh 

peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa 

pendapat subjek penelitian (orang), baik secara individu maupun kelompok, hasil 

observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil 

pengujian. 

2. Data Sekunder 

 

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung, melalui media perantara. Beberapa informasi, misalnya data 

keuangan masa lalu mengenai perusahaan, dapat diperoleh dari catatan yang 

tersedia di publik. Informasi lainnya, termasuk kebijakan perusahaan, sejarah 

perusahaan, dapat diperoleh dari file perusahaan. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kombinasi dua sumber data, 

yaitu data primer yang diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara, serta 

data sekunder yang diperoleh dari literatur, dokumen resmi, dan studi pustaka. 

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat menggali informasi yang 

komprehensif dan mendalam terkait dengan analisis akuntabilitas dalam 

pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTs N 1 Prabumulih. 

Data primer yang ambil adalah pendapat subjek penelitian dan hasil observasi 

serta wawancara tentang laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS Tahun 

2024 di MTs N 1Prabumulih. Sedangkan data sekunder berupa informasi 
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mengenai kebijakan sekolah dan sejarah sekolah yang diperoleh dari catatan yang 

tersedia dipublik. 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

menengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan 

data yang memenuhi standar data yang ditetapkan . (Sugiyono ,2022:104). Berikut 

ini beberapa metode dalam pengumpulan data kualitatif yaitu sebagai berikut : 

1. Teknik Wawancara 

 

Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara 

mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian atau 

merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah 

diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. 

2. Observasi 

 

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara 

langsung objek yang diteliti. Observasi merupakan kegiatan penelitian dan 

pengamatan secara langsung terhadap kegiatan dan keadaan di suatu objek 

penelitian. 

3. Dokumentasi 

 

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah 

besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. 

Sebagaian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, 

cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. bahan dokumenter terbagi beberapa 
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macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatn harian, memorial, 

klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data server dan flashdisk, data 

tersimpan di website, dan lain-lain. 

4. Studi Kepustakaan 

 

Studi kepustakaan adalah teknik pengambilan data yang dilakukan dengan 

cara mencari, mengumpukan, membaca, dan mempelajari kajian teoritis atau 

referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang 

pada situasi sosial yang diteliti dari sumber seperti buku, jurnal, artikel, internet 

serta dari sumber lainnya. (Sugiyono ,2022:291). 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data antara lain teknik 

wawancara, melalukan wawancara dengan pihak terkait, seperti kepala sekolah , 

bendahara dan staff adminitrasi dimana wawancara digunakan untuk mendapatkan 

pandangan dan informasi langsung terkait akuntabilitas keuangaan dana BOS di 

MTs N 1 Prabumulih. Obeservasi, memberikan gambaran langsung tentang paktik 

pelaporan keuangan yang dilakukan di lapangan dan melihat langsung proses 

pelaporan yang terjadi . Dokumentasi , mengumpulkan dokumen-dokumen terkait, 

seperti laporan keuangan, laporan pertanggungjawaban,untuk memperoleh data 

yang relevan terkait dengan dana BOS dan akuntabilitas keuangan di MTs N 1 

Prabumulih. 

3.4. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

3.4.1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 
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oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

(Sugiyono,2020:91). Berdasarkan pengertian diatas yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah Laporan pertanggungjawaban keuangan Dana BOS di MTs 

N 1 Prabumulih. 

3.4.2. Sampel 

 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam 

penelitian. Sampel yang diambil dari populasi harus representative atau mewakili 

populasi yang diteliti. (Sugiyono, 2020:91). Sampel penelitian ini adalah Laporan 

pertanggungjawaban Dana BOS tahun 2024 di MTs N 1 Prabumulih. 

 

3.4.3 Teknik Sampling Penelitian 

 

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan 

sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling 

yang digunakan. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 

dua yaitu Probability Sampling dan Nonprobability Sampling. 

(Sugiyono,2022:94) 

Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan 

peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi 

anggota sampel. Teknik ini meliputi, simple random sampling, proportionate, 

stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, 

sampling area (cluster) sampling (sampling menurut daerah). Sedangkan 

Nonprobability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 
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menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, sampling sistematis, kuota, 

aksidental, purposive, jenuh, snowball. (Sugiyono ,2022:94-95). 

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik sampling Nonprobability 

Sampling dengan cara pengambilan data Purposive Sampling, Purposive sampling 

adalah teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja.Dalam hal ini, sampel 

yang dipilih penulis adalah data terbaru dan data yang diolah adalah laporan 

pertanggungjawaban Dana BOS tahun 2024 saja. 

3.5. Metode Analisis 

 

Adapun tahapan analisis yang dilakukan sebagai berikut: (Miles dan 

Huberman (1992) dalam Sugiyono ,2022:132) : 

1. Data Collection (Pengumpulan Data) 

 

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menggunakan observasi, 

wawancara, dokumentasi, atau kombinasi dari ketiganya (triangulasi). Banyak 

data dikumpulkan karena pengumpulannya berharihari, bahkan berbulan-bulan. 

Pada tahap awal, penelitian melakukan peninjauan secara umum terhadap situasi 

sosial objek yang diteliti. Semua yang dilihat dan didengar dicatat, jadi peneliti 

akan memperoleh banyak data yang sangat bervariasi. Pengumpulan data dalam 

penelitian ini yang dilakukan oleh penulis adalah data tentang Dana BOS, yaitu 

laporan pertanggungjawaban dan realisasi anggaran di MTs N 1 Prabumulih. 

2. Data Reduction (Reduksi Data) 

 Data yang dikumpulkan dari lapangan harus dicatat dengan teliti dan rinci. 

Oleh karena itu, data harus segera dianalisis dengan menguranginya. Mereduksi 

data berarti mencari tema dan polanya, merangkum, memilih, dan memfokuskan 
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pada yang penting. Dalam analisi data ini , penulis merangkum informasi tentang 

ketepatan laporan pertanggungjawaban keuangan Dana BOS berdasarkan Juknis 

Dana BOS 2024 serta laporan realisasi anggarannya. 

3. Data Display (Penyajian Data) 

Penelitian kualitatif dapat menyajikan data dalam bentuk bagan, uraian 

singkat, diagram flowchart, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Teks naratif 

adalah cara yang paling umum untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

Data yang akan penulis sajikan adalah laporan pertanggungjawaban keuangan 

dana BOS dan realisasi anggaran berdasarkan Juknis Dana BOS Tahun 2024. 

4. Conclusion Drawing/Verification (Kesimpulan) 

Kesimpulan awal yang dibuat hanyalah sementara dan akan berubah jika 

tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Namun, jika kesimpulan yang dibuat pada tahap awal didukung oleh 

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti mengumpulkan data pada tahap 

berikutnya, kesimpulan tersebut akan tetap konsisten. Penarikan kesimpulan yang 

akan penulis lakukan adalah mengenai informasi tentang ketepatan waktu dalam 

pelaporan keuangan Dana BOS di MTs N 1 Prabumulih sesuai dengan 

JuknisDanaBOSTahun2024. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah MTs N 1 Prabumulih 

Di Kota Prabumulih hanya terdapat satu Madrasah Tsanawiyah Negeri yaitu 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Prabumulih yang berlokasi di Jalan Angkatan 45 No. 

283 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. 

Adapun Jalan Angkatan 45 merupakan lokasi yang sangat strategis terletak di pusat 

Kota Prabumulih berada di lintasan jalan alternatif utama di Kota Prabumulih 

 Sejak didirikan pada tahun 1980, yang mulanya bernama Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Muara Enim kelas jauh yang berada di Kota Prabumulih. Status 

gedung sekolah menumpang pada Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Nusa Indah 

Kota Prabumulih hingga tahun 1981. Setelah itu, pindah ke Gedung STM Patra, 

Jalan A.Yani Komperta Kota Prabumulih. Baru pada tahun 1984 Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Prabumulih menempati gedung sendiri di Jalan Raja Basa yang 

sekarang ini menjadi Jalan Angkatan 45 Nomor 283 Kelurahan Muara Dua 

Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Gedung yang tersedia mulai dari 

pendirinya terdiri dari 2 lokal belajar yang resmi permanen dan 1 ruang pendidik 

dan kepala sekolah yang didirikan di atas tanah wakaf masyarakat dengan luas tanah 

7.136 m2. 
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Pada awalnya Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Prabumulih mempunyai 

tenaga didik sebanyak 39 orang terdiri dari 29 orang pendidik tetap di antaranya 10 

orang laki-laki dan 19 orang perempuan, 15 orang pendidik tidak tetap, diantaranya 

5 orang laki-laki dan 10 orang perempuan, serta pendidik kontrak 6 orang, 

diantaranya 1 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Begitu juga dengan pegawai, 

pada saat itu Madrasah Tsanawiyah Negeri Prabumulih memiliki 10 pegawai, 

terdiri dari 2 orang laki-laki pegawai tetap, dan 8 orang pegawai tidak tetap, 

diantaranya 4 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Dengan demikian jumlah 

seluruh pendidik dan pegawai di Madrasah Tsanawiyah Negeri Prabumulih adalah 

58 orang.  

Seiring berjalannya waktu, Madrasah Tsanawiyah Negeri Prabumulih 

semakin hari semakin maju dan berkembang. Jumlah tenaga pendidik dan pegawai 

semakin bertambah, begitu juga dengan minat anak-anak yang berada disekitar 

Kota Prabumulih. Banyak anak-anak yang berkeinginan melanjutkan pendidikan 

mereka di Madrasah Tsanawiyah Negeri Prabumulih. 

Adapun pada tahun ajaran 2024-2025 sekarang, Madrasah Tsanawiyah 

Negeri Prabumulih mempunyai tenaga pengajar sebanyak 67 orang . Sedangkan 

jumlah pegawai berjumlah 16 orang. Begitu juga dengan kepemimpinan madrasah, 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Prabumulih telah menjalani beberapa kali pergantian 

pimpinan, dintaranya ; Periode pertama dipimpin oleh A. Lawi, BA (1980-1993), 

periode kedua dipimpin oleh Drs. Zamri Paris (1993-1997), kemudian periode 

ketiga dilanjutkan oleh Drs. A. Kamil Tarmizi (1997-2003), selanjutnya pada 

periode keempat digantikan oleh Drs. Iman Suryadi (2003-2006), pada periode 
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kelima pimpinan digantikan oleh Drs. Muhammad Taher, M.Pd.I (2007-2012), 

pada periode keenam digantikan oleh Drs. Syamsul 

Arifin,M.Pd.I(20122014),padaperiodeketujuhDrs.MasyaniTusin,MM.(20142

018),padaperiodeDrs.H.Muhammad Amin,MM.(2018-2021), periode 

kesembilan pimpinan digantikan oleh Amrullah,S.Pd.I(2021-2024). Pada Periode  

tahun 2024 sampai sekarang Drs Mhd Dian Hidayatullah.M.Si. 

4.1.2 Visi dan Misi Madrasah 

1. Visi 

Rumusan visi Madrasah Tsanawiyah Negeri Prabumulih adalah terampil dalam 

Imtaq (Iman dan Taqwa) dan unggul dalam Iptek (Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi). 

2. Misi 

a. Terampil dalam Imtaq (Iman dan Taqwa)  

b. Unggul dalam Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). 

c. Terampil menggunakan komputer dan mampu berbahasa Inggris. 

4.1.3 Keadaan Pendidik dan Pegawai  

Dengan kondisi dan lingkungan sekolah yang berada di pusat kota 

Prabumulih, Madrasah Tsanawiyah Negeri Prabumulih memiliki tenaga pendidik 

dan pegawai yang cukup. Secara jelas keadaan pendidik dan pegawai Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Prabumulih dapat dilihat dalam tabel di bawah ini : 
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Tabel 4.1 

Keadaan Pendidik Madrasah Tsanawiyah Negeri Prabumulih 

 

No. Nama Jabatan 

1.  Drs. Mhd. Dian Haidayatullah, M.Si. Kepala Madrasah 

2.  Dewi Parhati, M.Pd. Waka. Kurikulum 

3.  Dwi Agustin, S.Pd. Waka.Kesiswaan  

4.  Asali, S.Pd. Waka.Sapras 

5.  David Erwin, S.Pd. Waka. Humas 

6.  Drs. As’Adi Guru IPA 

7.  Toto Alwi, M.Pd. Guru Akidah akhlak 

8.  Megawati,S.Pd Guru Akidah akhlak 

9.  Lusi suryadi,S.Ag.,M.Pd.I Guru Al-Quran Hadits 

10.  Hj. Eki Yeni,M.Pd.I Guru  FIQIH 

11.  Hasmi Ermi Yani, S.Ag Guru SKI 

12.  Habibah,S.Pd.I Guru SKI 

13.  Herliana,S.Pd Guru MTK 

14.  Nasiroh,S.Pd Guru MTK 

15.  Andri Wiranata, S.Pd. Guru PJOK 

16.  Yuliarti, S.Pd. Guru MTK 

17.  Romzi, S.Ag. Guru MTK 

18.  Joko Susilo, S.Pd. Guru MTK 

19.  Anita, S.Pd. Guru IPA 

20.  Dra. Maryam Guru IPA 

21.  Yesi Arnila,S.Pd Guru IPA 

22.  Dwi Wulandari,M.Pd Guru IPA 

23.  Nihlah,S.Pd Guru Bahasa Indonesia 

24.  Nuria Febriyana, M.Pd. Guru Bahasa Indonesia 

25.  Yuyun AM, S.Pd. Guru Bahasa Inggris 

26.  Puspita Syaftianah, S.Pd. Guru Bahasa Inggris 

27.  Nili Ilyana, S.Pd.I. Guru Bahasa Inggris 

28.  Atika, S.Pd. Guru Bahasa Inggris 

29.  Dra. urul Ain Guru BK 

30.  Wirda Anggraini, S.Pd. Guru BK 

31.  Tri Novita Sari, S.E,M.Pd. Guru IPS 

32.  Esfa Ayu, S.Pd. Guru IPS 

33.  Satria Wisnu Wardana,S.Pd. Guru PJOK 

34.  Yati Maryati, S.Ag, M.Pd Guru B.Arab 

35.  Destriyati, S.Pd.I. Guru B.Arab 
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36.  Suhardi, S.Pd. Guru B.Indonesia  

37.  Endang Satra,S.Pd.I. Guru Al-Quran’Hadits 

38.  Leni Hartati,S.Pd.I. Guru B.Arab 

39.  Rani Lucia., S.Pd. Guru B.Inggris 

40.  Marliana, S.Pd. Guru PPkn 

41.  Nita Eryanti, S.Pd.I. Guru B.Arab 

42.  Indri Pratiwi, S.Pd. Guru IPA 

43.  Yesi Gusila ,S.Pd. Guru Seni Budaya 

44.  Kardila, S.Pd. Guru PPkn 

45.  Dita Anita, S.Psi. Guru BK 

46.  Rian Dinata, S.Pd. Guru PJOK 

47.  Rukiyah, S.Pd. Guru PPkn 

48.  Liska Apriani, SS Guru Barab 

49.  Rati Ristiantari, S.Pd. Guru B. inggris 

50.  Tirta Anggraini, S.Pd. Guru IPS  

51.  Nanik Radewi, S.Si. Guru MTK 

52.  Martharina, S.Pd. Guru IPA 

53.  Sri Li Astuti, S.Pd. Guru IPA 

54.  Ishlah, S.Pd. Guru Prakarya 

55.  Yuni Indah Rahmaini, S.Pd. Guru Prakarya 

56.  Handri Yanto, S.Pd Guru PJOK 

57.  Anis Anitasia, S.Pd. Guru Al-quran Hadits 

58.  Sari Kusrini, S.Pd. Guru Bahasa Indonesia 

59.  Yesiani, S.Pd. Guru Prakarya 

60.  Yetti Marlina. S.Sos.I Guru Akidah 

61.  Mira Okta Sari, S.Pd. Guru Bahasa inggris 

62.  Edwar Jhonata, S.Pd. Guru Bahasa Arab 

63.  Dhea Nabila ,S.Pd. Guru Bahasa Indonesia 

64.  Jihaan Chairani, S.Hum. Guru Informatika 

65.  Indryah Sari, S.Pd Guru SBK 

66.  Darul Arqom, S.H.I S.Pd,M.Pd. Guru Fiqih 

67.  Rahma Aulia  .S.E Guru PPkn 

Sumber : MTs Negeri 1 Prabumulih (2024) 

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pendidik Madrasah Tsanawiyah 

Negeri Prabumulih yang berjumlah 67 orang, Dengan jumlah pendidik tersebut 
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cukup membantu dalam peningkatan mutu madrasah, namun seiring dengan 

kemajuan dunia pendidikan, tentu semuanya harus selalu ditingkatkan 

Tabel 4.2 

Keadaan Pegawai MTs Negeri Prabumulih 

No. Nama Jabatan 

1.  Hj. Trismalina, S.Ag. Kaur. Tata Usaha 

2.  Evi Hartati, S.E. Bendahara Pengeluaran 

3.  Oganie Putra, S.E. Penata Laporan Keuangan 

4.  Heni Rahma Munawaro,S.Pd Pegawai  

5.  Sri Damaiyanti Pegawai 

6.  Eko Saputra Kebersihan 

7.  Ersi Pegawai 

8.  Mediaz Andariana Anuar,AM.Keb. 

 

Pegawai 

9.  Weni Maryeti, S.E.I. 

 

Pegawai 

10.  Wawan Rochman Saputra 

 

Satpam 

11.  Megi Saputra 

 

Kebersihan 

12.  Abdul Mu'is Fajri 

 

Penjaga Madrasah  

13.  Yolan 

 

Satpam 

14.  Nandita Putri Medianti 

 

Pegawai 

15.  Riska Mailinda, S.Ag. 

 

Pegawai 

16.  Lena Novita Putri 

 

Kebersihan 

Sumber : MTs Negeri 1 Prabumulih (2024) 

. Beranjak dari tabel di atas dapat diketahui tugas yang dilakukan karyawan 

TU adalah yang menyangkut administrasi sekolah serta pelaksanaan proses belajar 

mengajar diantaranya sebagai berikut :   
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a. Masalah kepegawaian. 

b. Menyusun program tata usaha. 

c. Menyusun laporan tata usaha. 

d. Mencatat absensi guru dan peserta didik . 

e. Membantu pelaksanaan program semester. 

f. Melayani administrasi guru dan peserta didik . 

g. Mengumpulkan data guru dan peserta didik.  

 

4.1.4 Keadaan Peserta Didik 

Peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Negeri Prabumulih sebagian besar 

berasal dari wilayah Kota Prabumulih. Namun terdapat juga Peserta didik yang 

berasal dari luar wilayah Kota Prabumulih. Adapun rekapitulasi Peserta didik 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Prabumulih. 

Tabel 4.3 

Rekapitulasi Peserta didik MTs Negeri Prabumulih 

No Kelas 
Jumlah Siswa Jumlah  

Laki-laki Perempuan 

1 

2 

3 

7 

8 

9 

174 

152 

189 

168 

154 

156 

342 

306 

341 

Jumlah Seluruh 511 478 989 

Sumber : MTs Negeri 1 Prabumulih (2024) 

Dari data tentang keadaan peserta didik pada tabel di atas, dapat dipahami 

bahwa jumlah peserta didik Madrasah Tsanawiyah Negeri Prabumulih jumlah 989 

orang dengan rincian kelas 7 ada 342 orang, kelas 8 ada 306 orang dan kelas 9 ada 

341 orang. Dengan jumlah peserta didik yang cukup banyak maka dapat dilihat 
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bahwa jumlah yang paling banyak adalah kelas 7 dan yang paling sedikit adalah 

kelas 8. Dengan demikian terlihat bahwa jumlah peserta didik di Madrasah 

TsanawiyahNegeriPrabumulih.
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Tabel 4.4. 

Struktur Organisasi MTs N 1 Prabumulih 

 

 

 

 

 

 

KETUA KOMITE 

Yasman Alifi 

KEPALA MTsN 

Mhd.Dian Hidayatullah,.M.Si 

 

 

KAUR TU 

Hj. Trismalina, S.Ag. 

WK. KURIKULUM 

Dewi Parhati.S.Pd 

 

WK. KESISWAAN 

Dwi Agustin.S.Pd 

 

WK. HUMAS 

David Erwin.S.Pd 

 

BEND.PENGELUARAN 

Evi Hartati,S.E 

 

PENGELOLA 

SAI,SAKPA,BMN dan E-MPA 

Oganie Putra,S.E 

 

ADM. KEUANGAN 

M. Ersi 

 

ADM. UMUM 

Susilayana,S.Pd 

 

 

PEMB. KEAGAMAAN 

Hj. Eki Yeni,M.Pd.I 

PEMB. PRAMUKA 

Toto Alwi.S.Pd 

 

ADM. EMIS/PIP 

Weni Maryeti,S.E.I 

 

 

ADM. WEBSITE 

Riska Mailinda.S.Ag 

 

ADM. KESISWAAN 

Sri Damayanti PEMB. SENI 

Yesi Gusila.S.Pd 

 

PEMB. OSIM 

Nihlah.S.Pd 

 

PEMB. OLAHRAGA 

Satria Wisnu 

Wardana,S.Pd. 

 PEMB.PMR 

 

Nanik Radewi.S.Si 
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Adapun tugas dan tanggung jawab pengelola Dana BOS Berdasarkan Juknis 

Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1291 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas 

Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 13 Tahun 2024 Tentang 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional penyelenggaraan Raudatul 

Athfal dan Bantuan Operasional sekolah Pada Madrasah tahun Anggaran 2024 . 

1. Kepala Madrasah:   

a. Memastikan kebenaran data siswa yang diinput pada EMIS.  

b. Membaca dan memahami serta melaksanakan pengelolaan Dana BOS sesuai 

dengan petunjut teknis. 

c. Menyusun RKAKL sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS 

Tahun 2024. 

d. Merencanakan penggunaan dana BOS secara strategis sesuai dengan 

kebutuhan madrasah dan program-program yang mendukung peningkatan 

kualitas Pendidikan. 

e. Mengatur dan mengawasi penggunaan dana BOS agar sesuai dengan 

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

f. Mengelola Dana BOS secarabertanggung jawab, transparan dan akuntabel . 

2. Bendahara  Pengelola: 

a. Menyusun RKAKL sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS 

Tahun 2024 bersama Kepala Madrasah. 

b. Membuat laporan pertanggungjawaban Dana BOS secara periodik yang 

ditanda tangani oleh Kepala Madrasah. 

c. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan diarsipkan dengan 
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rapi. 

d. Mencatat pendapatan dan belanja Dana BOS pada Buku Kas Umum beserta 

Buku Kas Pembantu dengan contoh format Buku Kas Umum, Buku Kas 

Pembantu, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak dan Buku Pembantu 

Rincian Objek Belanja pada Bendahara Dana BOS. 

3. Komite Madrasah: 

a. Pemberian pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran 

Madrasah. 

b. Penerimaan dan tindaklanjut keluhan, saran,kritik dan aspirasi dari 

pesertadidik, orantua /wali dan masyarakat. 

 

4.2. Hasil Penelitian 

 

4.2.1 Pengelolaan Dana BOS MTs N 1 Prabumulih 

a. Tahap Perencanaan dan Penganggaran Dana BOS 

Departemen Pendidikan Nasional menjelaskan Pengelolaan keuangan 

mengacu pada manajemen dan ketatausahaan sumber daya keuangan, termasuk 

pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. 

Undang-Undang No 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk teknik Pengelolaan Keuangan 

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada Peraturan tersebut dijelaskan 

bahwa pengelolaan keuangan dana BOS dibagi menjadi tiga tahapan yaitu: 

Perencanaan, pelaksanaan dan Pertanggungjawaban. Dalam tata kelola sekolah 

penerapan akuntabilitas dan transparansi menjadi hal yang penting. Pada dasarnya, 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang bertujuan 



56 
 

 
 

untuk membantu satuan pendidikan dasar menjalankan program wajib belajar 

dengan memberikan dana untuk biaya operasi nonpersonalia. 

Perencanaan adalah proses persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Pada 

sekolah, setiap tahun menyusun Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian/Lembaga  (RKAKL) untuk menunjukkan bagaimana pendapatan dan 

perencanaan pengeluaran biaya untuk kebutuhan operasional sekolah. Salah satu 

indikator utama dalam mengembangkan sekolah di masa depan adalah perencanaan 

kegiatan anggaran sekolah. Perumusan diawali dari perencanaan kegiatan atau 

program yang telah direncanakan. 

Dari teori diatas untuk mengetahui perencanaan Dana BOS di MTs N 1 

Prabumulih peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dalam 

menggali informasi yang berkaitan. Informasi ini didapatkan dari informan yang 

berkaitan langsung dalam pengelolaan Dana BOS, yaitu Kepala Sekolah dan 

Bendahara BOS. 

Terdapat perbedaan dalam proses perencanaan anggaran antara sekolah 

umum (SMP) dan Madrasah. Pada madrasah, terdapat dokumen Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) yang disusun setiap awal tahun ajaran, 

sementara di sekolah umum tidak ada dokumen serupa.Proses penyusunan RKAKL 

di madrasah melibatkan berbagai pihak, seperti bendahara, komite sekolah, dan 

dewan guru. Hal ini dilakukan untuk memastikan rencana kegiatan dan anggaran 

yang akan dilaksanakan selama satu tahun pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan 

prioritas sekolah. 
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Perbedaan dalam proses perencanaan anggaran ini menunjukkan bahwa 

madrasah memiliki prosedur yang lebih sistematis dan partisipatif dalam mengelola 

Dana BOS dibandingkan sekolah umum. Keterlibatan berbagai pemangku 

kepentingan dalam penyusunan RKAKL mencerminkan upaya madrasah untuk 

menerapkan prinsip akuntabilitas program yang lebih kuat.Dengan adanya RKAKL 

dan proses penyusunannya yang melibatkan berbagai pihak, madrasah dapat 

memastikan alokasi Dana BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah dan 

dipertanggungjawabkan dengan baik kepada pemangku kepentingan. 

Dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan pada pengelolaan Dana BOS di 

MTs N 1 Prabumulih sudah berjalan dengan baik, dengan adanya tanggung jawab 

dari setiap penanggung jawab tiap kegiatan serta melibatkan seluruh warga sekolah.  

Tabel 4.5 

RKAKL Penerima Dana BOS 

No.Kode Penerimaan Jumlah 

2129.QEK BOS Reguler 1,098,900,000 , 

Total Penerimaan 1,098,900,000 , 

Sumber:Dokumentasi RKAKL MTs N 1 Prabumulih 2024  

 

MTs N 1 Prabumulih telah mengupayakan alokasi Dana BOS yang diterima 

untuk menunjang berbagai program peningkatan kualitas pendidikan. Dana tersebut 

dialokasikan ke dalam bentuk kegiatan- kegiatan yang dirancang untuk mencapai 

tujuan peningkatan mutu pembelajaran dan fasilitas sekolah. Sekolah memastikan 

bahwa penggunaan Dana BOS tersebut sesuai dengan JUKNIS yang ditetapkan, 

sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi warga sekolah. 
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 RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN TAHUN 2024 

GAMBAR 2.2 

Rencana Kebutuhan Anggaran Tahun 2024 
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Sumber:Dokumentasi RKAKL MTs N 1 Prabumulih 2024  
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a. Tahap Pelaksanaan  

Dalam pelaksanaan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga  (RKAKL) 

yang telah disusun, pencairan Dana BOS dilakukan setiap semester. Kementerian 

Pendidikan menyalurkan dana ini langsung ke rekening sekolah dengan jumlah 

yang bervariasi, tergantung pada jumlah siswa di masing-masing sekolah. Setiap 

bulan, Bendahara BOS bertanggung jawab untuk mengambil Dana BOS tersebut. 

Penting untuk diingat bahwa penggunaan Dana BOS harus mengikuti perencanaan 

yang telah disepakati bersama. Berdasarkan Juknis BOS, Dana BOS diperuntukkan 

untuk: 

1. Menerima siswa baru  

2. Pengembangan pada perpustakaan atau layanan membaca  

3. Pengembangan kegiatan belajar dan bermain  

4. Melaksanakan kegiatan penilaian terkait kegiatan belajar dan bermain  

5. Melaksanakan pengelolaan satuan pendidik 

 6. Melakukan pengembangan tenaga pendidik  

7. Pembiayaan biaya jasa dan langganan  

8. Memelihara sarana dan prasarana  

9. Pelaksanaan aktivitas kesehatan, gizi dan kebersihan  

10. Pembayaran honor  

 Pengelolaan Dana BOS di MTs N 1 Prabumulih memang memerlukan 

pencatatan yang komprehensif dan didukung dengan bukti-bukti dokumentasi yang 

memadai. Pengelolaan Dana BOS di MTs N 1 Prabumulih menunjukkan komitmen 
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yang kuat dalam menerapkan prinsip akuntabilitas. Berdasarkan pemaparan dari 

Kepala Madrasah dan Bendahara BOS, manajemen Dana BOS di madrasah ini 

didukung oleh pencatatan yang komprehensif dan dokumentasi yang memadai. 

Kepala Madrasah menegaskan bahwa dalam setiap kegiatan yang 

dilaksanakan dengan Dana BOS, pihak madrasah selalu melakukan dokumentasi, 

baik itu terkait pembelian barang maupun penggunaan jasa. Pernyataan ini 

diperkuat oleh Bendahara BOS, yang menjelaskan bahwa setiap penggunaan Dana 

BOS dicatat secara rinci disertai dengan bukti dokumentasi yang lengkap.  

Setiap pembelian barang atau penggunaan jasa selalu difoto dan 

didokumentasikan dengan baik, karena dokumentasi tersebut akan menjadi 

lampiran dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana BOS. Hal ini 

menunjukkan komitmen madrasah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan 

Dana BOS secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Dengan pencatatan yang komprehensif dan dokumentasi yang memadai, MTs 

N 1 Prabumulih telah menerapkan prinsip akuntabilitas yang kuat dalam 

pengelolaan Dana BOS. Praktik ini mencerminkan upaya madrasah untuk 

memastikan transparansi dan pertanggungjawaban dalam penggunaan Dana BOS 

demi mendukung pengelolaan yang efektif. 

Hal ini mencerminkan komitmen sekolah untuk mengelola Dana BOS 

secara akuntabel. Setiap penggunaan dana harus dicatat lengkap dengan bukti-bukti 

seperti kwitansi,nota dan dokumentasi pengadaan barang atau jasa. Melalui 

dokumentasi yang baik, pihak sekolah dapat mempertanggungjawabkan 

penggunaan Dana BOS kepada seluruh pemangku kepentingan. Dengan 
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pengelolaan yang sistematis dan terdokumentasi, MTs N 1 Prabumulih dapat 

memenuhi aspek akuntabilitas dalam program Dana BOS. 

b. Tahap Pelaporan 

Pihak MTs N 1 Prabumulih  sangat memahami pentingnya menyusun laporan 

pertanggungjawaban atas penggunaan Dana BOS secara berkala kepada 

Kemendikbud. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, sekolah wajib 

menyampaikan laporan bulanan, semesteran, dan tahunan. Dalam menyusun 

laporan tersebut, sekolah mengacu pada dokumen-dokumen keuangan seperti buku 

kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. 

Selain itu, sekolah juga menyusun laporan rekapitulasi realisasi belanja dana BOS. 

Proses pelaporan dilakukan melalui laman aplikasi yang disediakan oleh 

Kemendikbud. Dengan mengikuti prosedur pelaporan yang telah ditetapkan, pihak 

sekolah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Dana BOS secara akuntabel. 

Hal ini menunjukkan komitmen MTs N 1 Prabumulih dalam mengelola program 

BOS dengan baik. 

Pelaporan Dana BOS di MTs N 1 Prabumulih Dilakukan Secara Tepat 

Waktu dan Mengacu pada Juknis yang Berlaku. Dalam pengelolaan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS), MTs N 1 Prabumulih menunjukkan komitmen yang 

kuat dalam melaksanakan tahap pelaporan secara bertanggung jawab. Berdasarkan 

pemaparan bendahara BOS serta pernyataan kepala madrasah, sekolah tidak 

sembarangan dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan 

Dana BOS. Pihak sekolah menegaskan bahwa mereka selalu mengacu pada 

Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah ditetapkan dalam membuat laporan 
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pertanggungjawaban. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelaporan tersusun 

secara terstruktur dan sesuai dengan ketentuan. Lebih lanjut, sekolah menyatakan 

selalu tepat waktu dalam menyampaikan laporan, yaitu sebelum tenggat waktu yang 

telah ditetapkan. 

Pihak sekolah konsisten dan memastikan tanggung jawab terhadap 

penggunaan Dana BOS selalu dilaporkan tepat waktu. Berbeda dengan sekolah 

menengah umum lainnya yang melaporkan secara triwulanan, MTs N 1 Prabumulih 

melaporkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setiap bulan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait, dapat 

disimpulkan bahwa MTs N 1 Prabumulih telah melaksanakan tahap pelaporan Dana 

BOS sesuai dengan Juknis yang berlaku. Pihak sekolah, terutama bendahara BOS, 

sangat memahami pentingnya menyusun laporan pertanggungjawaban secara 

berkala dan mengacu pada dokumen pembukuan yang lengkap. Hal ini 

mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas yang kuat dalam pengelolaan Dana 

BOS di madrasah tersebutBerdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak 

terkait di MTs N 1 Prabumulih, dapat disimpulkan bahwa sekolah telah 

melaksanakan tahap pelaporan Dana BOS sesuai dengan Juknis yang berlaku. Pihak 

sekolah, terutama Bendahara BOS, sangat memahami pentingnya menyusun 

laporan pertanggungjawaban secara berkala dan mengacu pada dokumen 

pembukuan yang lengkap, seperti buku kas umum, buku pembantu, dan lain-lain. 

Laporan tersebut kemudian disampaikan melalui laman aplikasi yang disediakan 

oleh Kemendikbud. Adanya verifikasi dari Dinas Pendidikan juga menunjukkan 

komitmen sekolah dalam mengelola Dana BOS secara akuntabel dan transparan. 
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Dengan mengikuti prosedur pelaporan yang telah ditetapkan, MTs N 1 Prabumulih 

dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Dana BOS dengan baik. 

4.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS di MTs N 1 Prabumulih 

Akuntabilitas merupakan prinsip yang sangat penting dalam pengelolaan 

Dana BOS di sekolah . Akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawaban atas sifat, 

sikap, perilaku, dan kebijakan yang diambil oleh pihak sekolah dalam menjalankan 

tugas dan tanggung jawabnya kepada publik. Dengan menerapkan prinsip 

akuntabilitas, laporan pengelolaan keuangan sekolah dapat menjadi berkualitas dan 

dapat dipercaya. 

Dalam konteks pengelolaan Dana BOS di MTs N 1 Prabumulih , akuntabilitas 

berarti pertanggungjawaban sekolah kepada pemerintah atas penggunaan dana 

tersebut. Sumber dana BOS yang diterima oleh sekolah harus digunakan sesuai 

dengan rencana program kegiatan dan kebutuhan operasional sekolah yang telah 

ditetapkan. 

Tabel 4.6. 

Hasil Observasi 

No. Indikator Ada Tidak 

1. Format Penyusunan 

RKAKL 

  

2. Format Penggunaan Dana 

BOS 

  

3. Format Pelaporan Dana 

BOS 

  

Sumber: wawancara & dokumentasi di MTs N 1 Prabumulih 

Berdasarkan hasil observasi peneliti, pada pengelolaan Dana BOS di MTs N 

1 Prabumulih sudah baik, bisa dilihat dari perbaikan-perbaikan fasilitas sekolah 

yang dilakukan. Sebelumnya, wc siswi belum diperbaiki dengan kondisi yang 
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sudah bisa dikatakan rusak sebelumnya,namun sekarang sudah diperbaiki secara 

total  dipasang keramik dan lain sebagainya . Selain itu, untuk ruang kelas yang 

rusak, seperti pintu,cat, meja dan kursi sudah ada yang  diperbaiki. Meskipun 

demikian, terdapat kekurangan dalam hal sarana dan prasarana di sekolah. Hal ini 

disebabkan oleh kurangnya besaran Dana BOS yang diterima oleh MTs N 1 

Prabumulih .  

Tabel 4.7. 

Tabel Pembahasan  Dimensi  Akuntabilitas  

No. Dimensi Indikator 

 

Implementasi Di MTs 

N 1 Prabumulih 

Ya Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akuntabilitas 

Kejujuran & 

Hukum 

Integritas pihak 

yang terlibat 

Kepala Madrasah, 

Bendahara BOS dan 

Tim Manajemen BOS 

menunjukkan komitmen 

kuat untuk mengelola 

Dana BOS secara Jujur 

dan Transparan. 

  

Konsistensi 

perencanaanpe

laksanaan dan 

pelaporan 

Tidak ditemukan 

adanya indikasi 

penyalahgunaan atau 

penyelewengan Dana 

BOS. Pelaporan sesuai 

dengan perencanaan dan 

pelaksanaan . 

  

Keterbukaan 

informasi 

Pihak sekolah terbuka 

dalam memberikan 

informasi terkait 

pegelolaan Dana BOS 

kepada komite sekolah  

  

2. Akuntabilitas  

Ma 

najerial  

Struktur 

Organisasi dan 

Pembagian 

Tugas 

 Madrasah memiliki 

struktur organisasi yang 

jelas, dengan 

pembagian tugas dan 

tanggung jawab yang 

tertuang dalam surat 

keputusan Tim 

Manajemen BOS. 

  
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Proses 

Perencanaan, 

Pelaksanaan, 

dan Evaluasi 

Pihak sekolah 

melakukan perencanaan 

program dan anggaran 

Dana BOS secara 

partisipatif, 

melaksanakan program 

sesuai rencana, dan 

mengevaluasi hasilnya. 

  

Dokumentasi 

dan Pelaporan 

Madrasah memiliki 

dokumentasi yang 

lengkap terkait 

pengelolaan Dana BOS, 

dan menyampaikan 

laporan tepat waktu 

sesuai ketentuan. 

  

  Struktur 

Organisasi dan 

Pembagian 

Tugas 

 Madrasah memiliki 

struktur organisasi yang 

jelas, dengan 

pembagian tugas dan 

tanggung jawab yang 

tertuang dalam surat 

keputusan Tim 

Manajemen BOS. 

  

3. Akuntabilitas 

Program  

Perencanaan 

Program 

 Pihak sekolah 

melibatkan Komite 

Sekolah dan Dewan 

Guru dalam menyusun 

rencana program yang 

didanai oleh Dana BOS. 

  

Pelaksanaan 

Program 

Program-program yang 

direncanakan 

dilaksanakan sesuai 

dengan tujuan dan 

ketentuan penggunaan 

Dana BOS. 

  

Evaluasi 

Program 

Sekolah secara berkala 

mengevaluasi 

efektivitas program-

program yang telah 

dilaksanakan. 

  

Pertanggungja

waban 

Program 

Sekolah menyusun 

laporan 

pertanggungjawaban 

pelaksanaan program 

secara rinci dan tepat 

waktu. 

  
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Perencanaan 

Program 

 Pihak sekolah 

melibatkan Komite 

Sekolah dan Dewan 

Guru dalam menyusun 

rencana program yang 

didanai oleh Dana BOS 

  

 Pelaksanaan 

Program 

Program-program yang 

direncanakan 

dilaksanakan sesuai 

dengan tujuan dan 

ketentuan penggunaan 

Dana BOS. 

  

4. 

 

Akuntabilitas 

Kebijakan 

Kejelasan 

Aturan dan 

Kebijakan 

 Madrasah memahami 

dan menerapkan 

Petunjuk Teknis 

Penggunaan dan 

Pertanggungjawaban 

Dana BOS yang 

berlaku. 

  

  Konsistensi 

Penerapan 

Aturan 

Pihak sekolah konsisten 

dalam menerapkan 

aturan dan kebijakan 

terkait pengelolaan 

Dana BOS. | 

  

  Sosialisasi 

Aturan dan 

Kebijakan 

Sekolah melakukan 

sosialisasi kepada 

seluruh pemangku 

kepentingan mengenai 

aturan dan kebijakan 

Dana BOS 

  

 

 

 

 

5. Akuntabilitas 

Finansial  

Pembukuan 

dan Pencatatan 

 Bendahara BOS 

memiliki pembukuan 

dan pencatatan yang 

rapi dan terstruktur 

sesuai ketentuan 

  

Pelaporan 

Keuangan 

Sekolah menyampaikan 

laporan 

pertanggungjawaban 

penggunaan Dana BOS 

secara rinci dan tepat 

waktu setiap bulan  

sebelum tanggal 10. 

  
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Pengawasan 

Keuangan 

Terdapat pengawasan 

internal oleh Kepala 

Madrasah dan 

pengawasan eksternal 

  

Kesesuaian 

Penggunaan 

Dana 

Penggunaan Dana BOS 

sesuai dengan Petunjuk 

Teknis yang berlaku, 

tidak ada penyimpangan 

  

Pembukuan 

dan Pencatatan 

 Bendahara BOS 

memiliki pembukuan 

dan pencatatan yang 

rapi dan terstruktur 

sesuai ketentuan 

  

 

Peneliti dapat melihat dokumen-dokumen pelaporan Dana BOS yang telah 

disampaikan oleh pihak sekolah, termasuk bukti pengiriman dan tanda terima dari 

pihak terkait. Hal ini memperkuat temuan bahwa MTs N 1 Prabumulih memiliki 

komitmen yang kuat dalam memenuhi kewajiban pelaporan secara tepat waktu. 

Tabel  4.8. 

Pelaporan Laporan PertanggungJawaban MTs N 1 Prabumulih 2024 

No. Bulan Tanggal Pelaporan Keterangan  

1. Januari 01-02-2024  Tepat waktu  

2. Februari 06-03-2024 Tepat waktu  

3. Maret 30-03-2024 Tepat waktu  

4. April 29-04-2024 Tepat waktu  

5. Mei 03-06-2024 Tepat waktu  

6. Juni 01-07-2024 Tepat waktu  

7. Juli 01-08-2024 Tepat waktu  

8. Agustus 01-09-2024 Tepat waktu  

9. September 01-10-2024 Tepat waktu  

10. Oktober 01-11-2024 Tepat waktu  

11. November 29-11-2024 Tepat waktu  

12. Desember  27-12-2024 Tepat waktu  

Sumber:Dokumentasi LPJ MTs N 1 Prabumulih 2024 
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Laporan pertanggungjawaban tersebut mencerminkan upaya sekolah untuk 

memastikan Dana BOS dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam mendukung 

kegiatan pendidikan. Sekolah dapat menunjukkan bahwa penggunaan Dana BOS 

telah dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomis, efisien, dan efektif. 

Melalui akuntabilitas finansial yang baik, MTs N 1 Prabumulih dapat 

mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana BOS kepada pemangku kepentingan 

terkait, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

(Kemendikbudristek). Hal ini meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap 

pengelolaan Dana BOS di sekolah. 

4.3 Pembahasan  

4.3.1 Pengelolaan Dana BOS di MTs N 1 Prabumulih 

Dana BOS adalah program yang didanai oleh pemerintah untuk membantu 

lembaga pendidikan di Indonesia dalam memberikan pembelajaran yang lebih baik 

Bantuan yang diberikan melalui dana BOS yakni berbentuk dana. Dana tersebut 

dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah, mulai dari perawatan dan 

perbaikan fasilitas dan prasarana sekolah hingga pembelian perangkat  elektronik 

yang membantu proses belajar mengajar. 

Perencanaan merupakan aspek penting dalam pengelolaan Dana BOS di MTS 

N 1 Prabumulih. Sebagai bagian dari proses persiapan tindakan untuk mencapai 

tujuan, sekolah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga  

(RKAKL) setiap tahunnya. 

Penyusunan RKAKL memungkinkan sekolah untuk menunjukkan secara 

jelas bagaimana pendapatan dan perencanaan pengeluaran biaya akan dialokasikan 
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untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah. Melalui RKAKL, pihak sekolah 

dapat mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan yang akan 

dibiayai dengan Dana BOS. 

Dengan adanya RKAKL, MTs N 1 Prabumulih  dapat memastikan Dana BOS 

digunakan secara terencana dan sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah. 

Perencanaan yang matang juga membantu sekolah dalam memantau dan 

mengevaluasi penggunaan Dana BOS, sehingga dapat memastikan efisiensi dan 

efektivitas dalam pengelolaannya. 

Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program BOS merupakan suatu 

kewajiban yang harus dipenuhi oleh berbagai pihak, mulai dari tingkat pusat, 

provinsi, kabupaten/kota, hingga sekolah. Masing-masing pengelola program di 

tiap tingkatan diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak-pihak 

yang terkait. 

Laporan hasil kegiatan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban nyata dari 

setiap pengelola program BOS. Melalui pelaporan ini, pihak-pihak yang 

berkepentingan dapat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program BOS di 

berbagai level. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan Dana BOS di MTs N 1 

Prabumulih telah dilakukan sesuai dengan standar operasional dan Petunjuk Teknis 

(Juknis) BOS yang berlaku. Dalam proses perencanaan penyusunan anggaran 

sekolah, pihak sekolah melakukan rapat tahunan untuk membahas program dan 

kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran. 
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Rapat tersebut melibatkan seluruh anggota sekolah, termasuk dalam 

pembentukan tim manajemen BOS. Pengalokasian anggaran Dana BOS juga 

dilakukan berdasarkan kebutuhan sekolah yang telah diidentifikasi melalui proses 

perencanaan yang partisipatif. 

Dengan mengacu pada Juknis BOS, MTs N 1 Prabumulih dapat memastikan 

pengelolaan Dana BOS, khususnya pada tahap perencanaan, dilakukan secara 

sistematis dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Keterlibatan seluruh anggota 

sekolah dalam proses penyusunan anggaran juga mencerminkan adanya 

transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. 

Dalam tahap pelaksanaan, sekolah melakukan pencatatan dan memiliki 

dokumen pendukung seperti nota atau kwitansi serta dokumentasi. Pelaksanaan 

penggunaan Dana BOS juga sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam 

RKAKL. 

Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, pihak sekolah juga telah 

melaksanakannya dengan baik. Sekolah membuat berbagai laporan, seperti laporan 

kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan 

realisasi penggunaan Dana BOS. Pelaporan yang dibuat oleh sekolah juga telah 

sesuai dengan pelaksanaan penggunaan Dana BOS.Berdasarkan temuan dan 

wawancara , peneliti menyimpulkan bahwa MTs N 1 Prabumulih sudah baik, 

penggunaan, pelaksanaan dan pelaporannya sudah sesuai dengan JUKNIS tahun 

2024  yaitu petunjuk teknis Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1291 Tahun 2024 

tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 13 

Tahun 2024. 
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Upaya MTs N 1 Prabumulih  untuk mengelola Dana BOS sesuai dengan 

Juknis dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan 

menunjukkan komitmen sekolah untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan 

yang baik dalam pengelolaan Dana BOS. 

Berdasarkan hasil wawancara, proses pelaporan Dana BOS di MTs N 1 

Prabumulih sudah cukup baik. Pihak sekolah melakukan pelaporan melalui laman 

BOS online di www.bos.kemendikbud.go.id. Selain itu, sekolah juga melakukan 

pengarsipan laporan secara internal. 

Terkait dengan pengawasan atau proses audit, hal ini dilakukan baik oleh 

pihak internal maupun eksternal sekolah. Dari sisi internal, pengawasan dilakukan 

oleh Dinas Pendidikan Kabupaten bersama dengan pengawas sekolah. Sementara 

itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Pusat. 

Adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal ( Kepala Madrasah)  

dan eksternal (Komite) menunjukkan bahwa pengelolaan Dana BOS di MTs N 1 

Prabumulih mendapat perhatian dan pemantauan dari berbagai pemangku 

kepentingan. Hal ini memperkuat akuntabilitas sekolah dalam pengelolaan Dana 

BOS. 

Pelaporan yang dilakukan melalui laman BOS online serta pengarsipan 

laporan internal juga mencerminkan komitmen sekolah untuk 

mempertanggungjawabkan penggunaan Dana BOS secara transparan. Upaya ini 

mendukung prinsip-prinsip pengelolaan yang baik dalam pengelolaan MTs N 1 

Prabumulih. 
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4.3.2 Akuntabilitas pada Pengelolaan Dana BOS MTs N 1 Prabumulih 

Akuntabilitas adalah kemampuan penyelenggara tindakan publik untuk 

menjelaskan dan menjawab semua pertanyaan yang terkait dengan semua 

keputusan dan langkah proses yang dilakukan, serta mempertanggungjawabkan 

akibat dari pelaksanaannya. 

Indikator akuntabilitas menurut Mikael dalam Candra Dewi 2024:32 adalah 

sebagai berikut: a)akuntabilitas kejujuran dan hukum, b) akuntabilitas manajerial, 

c) akuntabilitas program, d) akuntabilitas kebijakan, dan e) akuntabilitas finansial. 

Dari observasi yang dilakukan, peneliti MTs N 1 Prabumulih sudah baik. 

Akuntabilitas tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek,antara lain: 

1. Akuntabilitas hukum: Pengelolaan Dana BOS di sekolah ini dilakukan 

berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. MTs N 1 Prabumulih telah 

menerapkan prinsip akuntabilitas kejujuran dan hukum dalam pengelolaan Dana 

BOS. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan pihak sekolah yang menegaskan bahwa 

pengelolaan Dana BOS di madrasah tersebut dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk 

Teknis (Juknis) dan peraturan yang berlaku 

2. Akuntabilitas manajerial: Sekolah telah membentuk tim manajemen BOS 

untuk secara terkoordinasi. Dengan adanya struktur organisasi pengelolaan Dana 

BOS yang jelas serta pelibatan berbagai pihak, MTs N 1 Prabumulih telah 

menunjukkan penerapan prinsip akuntabilitas manajerial yang kuat dalam 

pengelolaan Dana BOS. Hal ini memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan 

terhadap tata kelola Dana BOS di madrasah tersebutDengan adanya tim manajemen 

BOS yang melibatkan Kepala Sekolah, Bendahara, dan Kepala Staf Tata Usaha, 
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sekolah dapat memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Dana BOS 

dilakukan secara terstruktur dan akuntabel. 

3. Akuntabilitas program: Sekolah mengadakan rapat dalam menyusun 

RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga) sebagai bentuk 

akuntabilitas program dan program yang telah disepakati di laksanakan dengan 

sebaik-baiknya.Dan kegiatan yang sudah dirancang pasti terlaksana. Penerapan 

Akuntabilitas Program dalam Pengelolaan Dana BOS di MTs N 1 Prabumulih. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa MTs N 1 Prabumulih telah menerapkan 

prinsip akuntabilitas program dalam pengelolaan Dana BOS. Berdasarkan 

pernyataan Bendahara BOS, program yang telah dirancang di awal tahun pasti 

dilaksanakan sebaik-baiknya oleh pihak sekolah 

4. Akuntabilitas kebijakan: Sekolah mempertanggungjawabkan penggunaan 

Dana BOS kepada pemberi dana (pemerintah) melalui pelaporan di laman BOS 

online. Pihak sekolah, melalui Bendahara BOS, melaporkan penggunaan Dana 

BOS secara berkala melalui sistem online, yaitu aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi 

Keuangan Tingkat Instansi). Laporan ini kemudian diunggah ke laman online Dana 

BOS. Selain itu, sekolah juga menyusun arsip fisik laporan keuangan setiap 

bulannya untuk keperluan pemeriksaan di akhir tahun 

5. Akuntabilitas finansial: Sekolah membuat pembukuan yang rapi oleh 

bendahara dan melakukan pelaporan yang tepat waktu . Salah satu faktor utama 

yang membuat pelaporan Dana BOS selalu tepat waktu adalah konsistensi dan 

disiplin pihak sekolah, khususnya Bendahara BOS. Bendahara memiliki 

pembukuan yang rapi dan terstruktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain 
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itu, segera setelah kegiatan selesai, Bendahara akan langsung menyiapkan laporan 

hasil kegiatan tersebut.  Pelaporan Dana BOS di MTs N 1 Prabumulih selalu 

disampaikan sebelum tanggal 10 setiap bulannya, bahkan biasanya pada tanggal 2 

atau 3. Faktor pendukung utama adalah disiplin dan komitmen kuat pihak sekolah 

dalam memastikan pelaporan Dana BOS dilakukan tepat waktu Menurut hasil 

wawancara yang dilakukan peneliti, penerapan prinsip akuntabilitas dalam 

pengelolaan Dana BOS di MTs N 1 Prabumulih sudah baik, penggunaan Dana BOS 

di sekolah ini sudah sesuai dengan JUKNIS Nomor 1291 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 13 Tahun 

2024 Tentang  Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional penyelenggaraan 

Raudatul Athfal dan Bantuan Operasional sekolah Pada Madrasah tahun Anggaran 

2024. 

Bentuk pertanggungjawaban kepada pemberi dana , yaitu pemerintah dimana 

sekolah telah membuat pelaporan penggunaan Dana BOS melalui laman BOS 

sesuai dengan ketentuan. 

Dari hasil temuan dan wawancara yang dilakukan peneliti, penerapan 

akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS di MTs N 1 Prabumulih sudah baik. 

Pelaporan Keuangannya sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) BOS, 

sekolah menyusun laporan keuangan secara bulanan, semesteran, dan 

tahunan.Penyusunan laporan keuangan mengacu pada buku kas umum, buku 

pembantu bank, buku pembantu pajak, buku pembantu kas tunai, serta didukung 

dengan dokumen pendukung lainnya. Ketepatan Waktu Pelaporan keuangan Dana 

BOS dilakukan oleh sekolah tepat waktu sesuai dengan ketentuan. 
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Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa MTs N 1 Prabumulih telah 

menerapkan akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan Dana BOS. Penyusunan 

laporan keuangan secara terstruktur dan tepat waktu mencerminkan komitmen 

sekolah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Dana BOS secara akuntabel. 

Sekolah membuat laporan keuangan yang dapat dibandingkan antar tahun 

anggaran. Hal ini memungkinkan sekolah untuk menjadikan laporan tersebut 

sebagai tolak ukur dalam penyusunan anggaran untuk tahun berikutnya. Laporan 

keuangan yang disusun oleh MTs N 1 Prabumulih Sekolah melakukan pelaporan 

keuangan Dana BOS secara tepat waktu. Hal ini menjadikan laporan keuangan 

berkualitas dan tidak menghambat proses pencairan Dana BOS selanjutnya. 

Dengan adanya laporan keuangan yang dapat dibandingkan, sesuai dengan 

peraturan, serta tepat waktu, MTs N 1 Prabumulih telah menerapkan prinsip 

akuntabilitas secara baik dalam pengelolaan Dana BOS. Hal ini menunjukkan 

komitmen sekolah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Dana BOS secara 

akuntabel. 

  Sekolah telah melaksanakan akuntabilitas program dengan baik, terlihat dari 

penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah  (RKAKL) yang melibatkan 

berbagai pemangku kepentingan, seperti komitedan guru . Hal ini menunjukkan 

keterbukaan sekolah dalam perencanaan penggunaan Dana BOS. Kegiatan yang 

sudah dirancang pasti terlaksana sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan di 

dalam RKAKL. 

Dengan adanya pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu didukung 

oleh pembukuan yang rapi serta akuntabilitas program yang terkelola dengan baik 
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melalui pelibatan pemangku kepentingan, menunjukkan bahwa MTs N 1 

prabumulih  telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas yang kuat dalam 

pengelolaan Dana BOS. Hal ini memperkuat kepercayaan terhadap sekolah dalam 

mengelola Dana BOS secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

  Sekolah telah menyusun laporan keuangan Dana BOS secara tepat waktu 

sesuai dengan ketentuan. Hal ini mencerminkan komitmen sekolah dalam 

mempertanggungjawabkan penggunaan Dana BOS secara finansial. Faktor 

pendukung ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah adanya pembukuan yang 

rapi oleh bendahara sekolah dan disiplin dalam penyusunan laporan.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTs 

N 1 Prabumulih telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Petunjuk Teknis 

(Juknis) yang berlaku. Akuntabilitas Keuangan MTs N 1 Prabumulih menunjukkan 

komitmen yang kuat dalam akuntabilitas keuangan dengan membentuk sistem 

pembukuan yang rapi, pelaporan yang tepat waktu, serta dokumentasi yang 

lengkap. Setiap penggunaan dana dicatat secara detail, memastikan transparansi dan 

pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan. 

MTs N 1 Prabumulih, telah melaksanakan indikator akuntabilitas dalam 

pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS) dengan baik . Adapun 5 indikator 

tersebut :  

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum: MTs N 1 Prabumulih telah menerapkan 

prinsip kejujuran dalam pengelolaan Dana BOS dengan mengikuti semua regulasi 

yang berlaku. Transparansi dalam penggunaan dana dan tidak adanya indikasi 

penyalahgunaan menunjukkan komitmen sekolah terhadap akuntabilitas hukum. 

2. Akuntabilitas Manajerial: Sekolah telah membentuk tim manajemen BOS yang 

jelas, memastikan pembagian tugas dan tanggung jawab yang baik.  
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Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dilakukan secara sistematis dan partisipatif, 

menciptakan pengelolaan yang efisien dan efektif. 

3. Akuntabilitas Program: Program yang direncanakan dilaksanakan sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan 

program berjalan dengan baik, menunjukkan komitmen sekolah terhadap 

pencapaian hasil yang optimal. 

4. Akuntabilitas Kebijakan: MTs N 1 Prabumulih menunjukkan keterbukaan dalam 

sosialisasi kebijakan kepada semua pemangku kepentingan. Pengelolaan Dana BOS 

dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, menciptakan 

keputusan yang lebih inklusif. 

5. Akuntabilitas Finansial: Sekolah memiliki sistem pembukuan dan pelaporan 

yang rapi dan terstruktur. Laporan keuangan disusun secara tepat waktu dan sesuai 

dengan ketentuan, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan 

dana. 

 

5.2. Saran 

 Penelitian ini melakukan penelitian tentang Akuntabilitas pada Pengelolaan 

Dana BOS di MTs N 1 Prabumulih. Saran- Saran yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Saran Bagi Sekolah 

Sekolah sebaiknya memperkuat sistem dokumentasi dan transparansi dalam 

penggunaan dana akan membantu membangun kepercayaan publik. Melakukan 

evaluasi rutin terhadap program yang dibiayai oleh Dana BOS juga penting untuk 

memastikan efektivitas dan dampak positifnya terhadap pendidikan. Terakhir, 
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melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, seperti komite sekolah ,guru dan 

orang tua, dalam proses perencanaan dan pengawasan akan menciptakan rasa 

kepemilikan dan tanggung jawab bersama. Dan mengenai realisasi anggaran untuk 

agar dapat di terbitkan penggunaan Dana BOS yang dapat diakses publik, baik 

dalam cetak maupun online. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan atau referensi untuk penelitian serupa. Selain itu, diharapkan dapat 

dilanjutkan untuk memperluas dan menambah pengetahuan baru untuk 

meningkatkan hasil penelitian berikutnya tentang akuntabilitas pengelolaan Dana 

BOS. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Matriks Penelitian 

Judul  Permasalahan Variabel Indikator Sumber Data Metode Penelitian 

Analisis 

Akuntabilitas Dan 

Transparansi Dalam 

Pengelolaan Dana 

Bantuan 

Operasional 

Sekolah Pada MTs 

N 1 Prabumulih 

Bagaimana 

penerapan 

akuntabilitas pada 

pengelolaan dana 

BOS Pada MTs N 1 

Prabumulih? 

1.Pengelolaan 

dana BOS  

2.Akuntabilitas 

1.Perencanaan, 

pelaksanaan, 

pelaporan dana BOS 

1.Akuntabilitas 

kejujuran dan hukum 

2.Akuntabilitas 

manajerial 

3.Akuntabilitas 

program 

4.Akuntabilitas 

kebijakan  

5. Akuntabilitas 

finansial 

1. Kepala 

Madrasah 

2. Bendaraha 

BOS 

1.Metode Penelitian 

Kualitatif   

2.Jenis Penelitian: 

Deskriptif  

3. Lokasi Peneltitian: 

MTs N 1 Prabumulih 

4.teknik pengumpulan 

data: -Wawancara -

Observasi -Studi 

Pustaka  

5.Analisis Data -reduksi 

data,  -

display/penyajian data,  

-mengambil 

kesimpulan 
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Lampiran 2 Pertanyaan Wawancara 

 

1. Apakah sekolah membuat RKAKL?  

2. Kapan RKAS RKAKL?  

3. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan RKAKL?  

4. Bagaimana proses pembuatan RKAKL?  

5. Bagaimana perencanaan penggunaan dana BOS di MTS N1 Prabumulih?  

6. Apakah sekolah membentuk Tim Manajemen BOS secara khusus?  

7. Bagaimana mekanisme pencairan dana BOS di MTS N1 Prabumulih?  

8. . Kapan periodennya sekolah menerima dana BOS?  

9. Bagaimana mekanisme pemerintah menyalurkan dana BOS kepada sekolah?  

10. Apakah penyaluran dana BOS sudah tepat waktu dan sesuai dengan Juknis?  

11. Bagaiamana proses penggunaan dana BOS? 

12. Apakah dalam pelaksanaan dana BOS sudah sesuai dengan RKAS? 

13. Apakah setiap penggunaan dana BOS sudah lengkap dengan disertakan bukti-

bukti (kuitansi/nota), termasuk dokumentasi pengadaan barang atau jasa?  

14. Siapa saja yang terlibat dalam penggunaan dana BOS?  

15. Apakah bendahara BOS melaksanakan pembukuan secara rutin? 

16. Apakah terdapat keterlambatan dalam pencairan dana BOS?  

17. Hal-hal apa saja yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pencairan dana 

BOS?  

18. Apa dampak dari keterlambatan tersebut?  

19. Bagaimana startegi sekolah dalam mengatasi dampak keterlambatan pencairan 

dana BOS?  
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20. Apakah pelaporan dana BOS seusia dengan pelaksanaan dana BOS?  

21. Apakah bendahara menyusun laporan dana BOS sesuai dengan ketentuan? 

22. Melalui media/forum apa laporan dana BOS disampaikan? 

23. Apakah fungsi  

24. dari masing-masing elemen pengelolaan dana BOS sudah sesuai? 

25. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap stakeholder? 

26. Bagimana bentuk pertanggungjawaban dari setiap kegaiatan yang diadakan 

oleh sekolah?  

27. Apakah program kerja sekolah  berjalan sesuai dengan rencana sekolah? 

28. Bagaimana Jika Program Yang telah di buat di awal Tahun tidak terlaksana?
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Lampiran 3 Pedoman Observasi 

No. Uraian Pengamatan Hasil Pengamatan 

1. Keadaan fisik sekolah  

2. Sarana sekolah yang menggunakan 

Dana BOS 

 

3. Keadaan Bangunan Sekolah  

4. Pelaksanaan Penyusunan Dana BOS  

5. Pembukuan Penggunaan Dana BOS  

6. Laporan Dana BOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Indikator Ada Tidak 

1. Format Penyusunan RKAKL   

2. Format Penggunaan Dana BOS   

3. Format Pelaporan Dana BOS   
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Lampiran 4  Surat Izin Penelitian dan Pengambilan Data dari Universitas 
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Lampiran 5  Surat Balasan Penelitian dan Pengambilan Data dari Sekolah 
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Lampiran 6 Kartu  Bimbingan Skripsi 

 

 

 



 
 

93 
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Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian  

 

( Tampak depan Gedung MTs N 1Prabumulih) 

(  Ruang TU MTs N 1 Prabumulih) 
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(Wawancara dengan Kepala Madrasah) 

 

 

 

 

 

  

 

  (Wawancara dengan Bendahara BOS ) 
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 (Penginputan Pelaporan di Laman BOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Bukti Pembeliaan Barang ATK untuk keperluan Pelaporan) 
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(Bukti Kwitansi dan Nota Penggunaan Dana BOS) 
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(LPJ Penggunaan Dana BOS) 
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